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ABSTRAK 

 

 

 

Pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat, oleh 

karena itu, maka pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang baik 

kepada masyarakat luas, di antaranya yaitu pelayanan publik di bidang 

administrasi kependudukan, seperti pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK). 

Kartu Keluarga (KK) merupakan salah satu dokumen kependudukan yang penting 

bagi penduduk dan pemerintah untuk melengkapi data kependudukan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembuatan 

Kartu Keluarga (KK) Di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi 

Bberdasarkan Peratuan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Pendudukan, serta faktor penghambatnya. Perumusan masalah 

dalam pelaksanaan penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Pembuatan 

Kartu Keluarga (KK) Di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan, serta apasaja faktor penghambatnya?” Dilihat dari 

jenisnya maka penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian observational 

research dengan cara survei dan dilihat dan sudut sifatnya deskriptif. Alat 

pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Sumber 

data terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara 

kualitatif dan kuantitatif, dan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembuatan Kartu 

Keluarga (KK) di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi pada 

umumnya telah cukup terlaksana dengan baik sesuai dasar hukum yang berlaku 

dan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun faktor penghambat dalam 

pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan 

Singingi, yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana pelayanan, masih 

adanya masyarakat pemohon Kartu Keluarga (KK) yang kurang mematuhi 

prosedur dan persyaratan; kurangnya staf pelaksana di Kecamatan, serta 

lambannya proses verifikasi, validasi oleh petugas  Instansi Pelaksana dan 

penandatanganan dokumen Kartu Keluarga (KK) oleh Kepala  Instansi 

Pelaksana/Disdukcapil di kabupaten. 

Adapun saran penulis kemukakan sehubungan dengan pelaksanaan 

penelitian ini antara lain adalah: (1) Kepada pihak Kecamatan, hendaknya selalu 

berupaya memberikan  pelayanan yang berkualitas dan memuaskan bagi 

masyarakat, (2) Kepada pihak Pemerintah Kabupaten/Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil, hendaknya melakukan pengawasan secara intensif terhadap 

penyelenggaraan administrasi kependudukan khususnya dalam hal penerbitan 

Kartu Keluarga (KK); dan (3) Kepada Masyarakat, hendaknya selalu berupaya 

mematuhi prosedur dan memenuhi setiap persyaratan dang ditetapkan dalam 

pelayanan khususnya dalam Pembuatan Kartu Keluarga (KK) maupun dokumen 

kependudukan lainnya, sehingga proses pelayanan berlangsung dengan lancar, 

adil dan tertib. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah   

Pemerintahan negara pada hakekatnya diselenggarakan untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Hal tersebut dapat dilakukan melalui 

penerapan penyelenggaraan sistem pemerintahan negara yang efektif untuk 

memungkinkan terciptanya pertumbuhan dan perubahan terhadap kesejahteraan 

dalam berbagai aspek kehidupan masyatakat ke arah yang lebih baik sebagaimana 

yang diharapkan. 

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki pemerintahan yang 

otonom. Penyelenggaraan pemerintah otonom, secara historis telah banyak 

mengalami banyak perubahan terutama pada tatanan manajemen penyelenggaraan 

pemerintah daerah. Pada pelaksanaan otonom daerah, yang menjadi sasaran 

pembangunan adalah masyarakat. Salah satu instrumen pembangunan yang 

merupakan hak khusus diberikan pemerintah terhadap masyarakat adalah layanan 

publik, sedangkan hakikat penyelenggaraan pemerintah adalah pelaksanaan fungsi 

pelayanan kepada masyarakat, yakni mengenai bagaimana sumber daya yang ada 

itu dialokasikan kepada masyarakat (Widjaya, 2005;7). 

Sehubungan dengan pelaksanaan otonom daerah, maka dalam 

penyelenggaraan pemerintahan diterapkan asas desentralisasi. Melalui penerapan 

asas desentralisasi, setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas 

dalam mengurus urusan pemerintahannya masing-masing sebagaimana yang telah 
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ditetapkan pada peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, setiap pemerintah 

daerah dapat mengembangkan daerahnya secara efektif sesuai dengan kondisi dan 

ciri khas masing-masing daerah. Adapun salah satu urusan yang diberikan kepada 

pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang 

diatur di dalam UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu 

urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yang diberikan kepada pemerintah daerah sehubungan dengan 

pelaksanaan otonomi daerah tersebut antara lain adalah berkaitan dengan 

pemberian pelayanan publik. Dalam kaitan ini, maka masing-masing pemerintah 

daerah diberi wewenang melaksanakan pelayanan publik dalam hal penerbitan 

dokumen kependudukan. 

Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi, maka perlu dilakukan 

pembaharuan dan pembenahan terhadap dalam berbagai aspek birokrasi, termasuk 

birokrasi pelayanan publik. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan publik yang 

diselenggarakan pada berbagai lembaga pemerintah dapat lebih ditingkatkan 

kualitasnya secara optimal. Dengan begitu maka lembaga pemerintah dapat 

beroperasi secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan 

mencapai kinerja yang diharapkan dan masyarakat/publik memperoleh pelayanan 

publik yang dibutuhkannya secara maksimal. Di samping itu terselenggaranya 

pelayanan publik yang berkualitas maka diharapkan akan mendukung 

terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang baik. 
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Pelayanan publik merupakan suatu fungsi pemerintah yang penting dan 

menjadi prioritas dalam administrasi negara. Hal ini dikarenakan pelayanan publik 

yang diselenggarakan pemerintah berkaitan erat dengan terwujudnya prinsip 

keadilan dan penerataan serta terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang 

baik. Melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga 

pemerintah, maka masyarakat dapat memperoleh dan menikmati berbagai jenis 

layanan dari pemerintah secara adil dan merata. Adapun jenis layanan publik yang 

diselenggarakan lembaga-lembaga pemerintah, meliputi pelayanan yang bersifat 

adminitratif, antara lain seperti layanan perizinan, dokumen kependudukan (KTP, 

KK, Akte Kelahiran, dan sebagainya);  pelayanan barang-barang publik, antara 

lain seperti layanan penyediaan energi listrik, bahan bakar, air bersih, dan 

sebagainya; serta pelayanan jasa-jasa publik antara lain seperti layanan 

pendidikan, kesehatan, transportasi dan layanan jasa-jasa publik lainnya yang 

dibutuhkan masyarakat. Oleh sebab itu, pelayanan publik yang diselenggarakan 

pemerintah harus berkualitas dan prima, agar masyarakat dapat memperoleh dan 

menikmati berbagai layanan yang memuaskan sesuai kebutuhannya. 

Dalam rangka  untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka pemerintah 

perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat yang dilayaninya. Untuk 

memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat maka perlu adanya 

pendayagunaan aparatur pemerintahan di setiap daerah/kecamatan. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kelancaran tugas pemerintah 

yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat itu sendiri. Karena pelayanan publik merupakan salah satu fungsi 



4 

 

pokok pemerintah yang sangat penting, maka pemerintah diharapkan dapat 

memberikan pelayanan yang terbaik, agar masyarakat merasakan kepuasan dalam 

memperoleh layanan yang diberikan oleh aparat pemerintah.   

Maka dari itu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah haruslah 

berkualitas baik dan prima, agar masyarakat sebagai pengguna layanan merasa 

puas atas layanan yang disediakan pemerintah, serta memperoleh nilai tambah 

dari produk layanan yang disediakan. Dengan begitu maka tujuan 

penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah dalam berbagai aspek dan 

bentuk layanan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akhirnya 

pelayanan publik yang diselenggarakan mampu mencapai tujuan sebagaimana 

yang diharapkan. 

Warga masyarakat tentunya sangat mendambakan tersedianya pelayanan 

publik yang berkualitas baik dari setiap instansi/lembaga pemerintah 

penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas baik pada 

dasarnya tercermin dari kinerja pelayanan birokrasi oleh pemerintah yang mampu 

memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Hal ini antara lain dapat 

dilihat dari penerapan prosedur dan persyaratan pelayanan yang mudah 

dilaksanakan dan tidak berbelit-belit, proses penyelesaian pelayanan yang relatif 

cepat dan dengan ketentuan biaya terjangkau, serta produk pelayanan yang baik 

dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah isu yang paling penting 

karena masyarakat banyak menuntut kualitas pelayanan yang maksimal. 

Sementara penyelenggaraan pelayanan publik tidak mengalami perubahan yang 
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berarti. Masyarakat setiap saat menuntut pelayanan publik yang berkualitas, yaitu 

pelayanan yang mudah, murah dan cepat (Rezha, dkk, 2012: 81). 

Sehubungan dengan aktivitas pemerintah dalam penyelenggaraan  

pelayanan publik, maka pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas 

yang utama agar pelayanan yang disediakan dapat memuaskan masyarakat yang 

dilayani. Di samping itu dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparat 

pemerintah penyelenggara pelayanan harus memiliki tanggung jawab yang tinggi 

dalam memberikan pelayanan tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan  

Mahmudi (2005:229) bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang 

efektif dan terbaik oleh pemerintah karena sistem demokrasi yang ada juga 

kembali pada rakyatnya, selain itu karena masyarakat juga telah memberikan 

dananya dalam bentuk pungutan pajak, retribusi serta berbagai pungutan yang 

lainnya. 

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang baik dan 

berkualitas maka diperlukan adanya penerapan suatu standar pelayanan pada 

lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik. Sebagaimana menurut 

Ratminto dan Winarsih (2007;23) bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik 

harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya 

kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang 

dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh 

pemberi dan atau penerima layanan. Menurut UU RI No.  25 Tahun 2009, Standar 

Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 
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kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

Maka dari itu, setiap instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik 

berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Berdasarkan “UU RI 

No. 25 Tahun 2009 Pasal 21, setiap standar pelayanan dipersyaratkan harus 

mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi: 

1. Dasar Hukum 

2. Persyaratan 

3. Sistem, mekanisme, dan prosedur 

4. Jangka waktu penyelesaian 

5. Biaya/tarif 

6. Produk pelayanan 

7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas 

8. Kompetensi pelaksana 

9. Pengawasan internal 

10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 

11. Jumlah pelaksana 

12. Jaminan pelayanan 

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan  

14. Evaluasi kinerja pelaksana.” 

 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dasar hukum merupakan salah 

satu aspek penting agar pelayanan publik terselenggara sebagaimana yang 

diharapkan. Hal ini dikarenakan tanpa adanya dasar hukum yang jelas, 

penyelenggaraan pelayanan publik dapat menimbulkan keragu-raguan, baik bagi 

instansi penyelenggara penyelenggaraan pelayanan publik maupun masyarakat 

sebagai pengguna/penerima layanan, serta rentan terjadinya ketidakadilan dalam 

pelayanan dan tindakan yang diskriminatif dari pihak penyelenggaraan pelayanan 

publik tersebut. Maka dari itu pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-

undangan yang diperlukan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pelayanan 

publik. 
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Selanjutnya persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur juga merupakan 

aspek pelayanan yang perlu ditetapkan oleh masing-masing lembaga pemerintah 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan dengan adanya 

ketentuan mengenai persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur yang jelas 

akan mendukung lancarnya proses pelayanan dan masyarakat penerima layanan 

diperlakukan secara adil dan merata tanpa membeda-bedakan ras, golongan atau 

kalangan tertentu. Dengan begitu akan tercipta akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik pada lembaga pemerintah tersebut. 

Sementara itu keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik pada suatu 

lembaga pemerintah juga ditentukan ketersediaan sarana, prasarana, dan/atau 

fasilitas pelayanan pada lembaga pemerintah tersebut. Oleh karena itu sarana, 

prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan harus tersedia secara memadai pada setiap 

lembaga penyelenggara pelayanan publik agar proses pelayanan yang 

dilaksanakan dapat berlangsung secara efektif dan memberikan kepuasan bagi 

masyarakat pengguna layanan. 

Keberadaan faktor sumber daya aparatur pelaksana juga merupakan aspek 

penting yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh 

sebab itu setiap lembaga pemerintah penyelenggara pelayanan publik berwajiban 

menyediakan tenaga pelaksana yang memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan 

serta tenaga pelaksana dengan jumlah yang sesuai dengan beban tugas pelayanan. 

Adanya kompetensi pelaksana pelayanan yang sesuai dengan bidangnya tentunya 

akan memberikan dampak positif terhadap tercapainya produk hasil pelayanan 
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yang baik sesuai yang dinginkan, baik dari segi kualitas maupun dari segi 

kuantitasnya. 

Pengawasan juga diperlukan agar lembaga pemerintah penyelenggara 

pelayanan publik mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

masyarakat. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu  

dilakukan secara periodik, terutama pengawasan yang bersifat internal yang 

dilaksanakan oleh pihak pimpinan pada lembaga penyelenggara pelayanan publik 

tersebut maupun oleh pihak lembaga pemerintah lainnya memiliki tugas dan 

fungsi pengawasan. 

Setiap lembaga pemerintah penyelenggara pelayanan publik hendaklah 

menyediakan bagian/seksi penanganan pengaduan, saran, dan masukan bagi 

masyarakat penerima layanan. Hal ini penting artinya agar warga masyarakat yang 

mengalami keluhan atau ketidakpuasan dalam memperoleh pelayanan bisa 

menyampaikan keluhannya atau saran serta masukan yang diperlukan demi 

kemajuan dan peningkatan mutu proses pelayanan kedepannya. Dengan begitu 

akan tercipta transparansi dalam pelayanan. 

Kemudian untuk lebih menjamin terlaksananya pelayanan yang maksimal 

oleh lembaga pemerintah penyelenggara pelayanan publik, juga perlu dilakukan 

evaluasi terhadap kinerja pelaksana. Evaluasi kinerja pelaksana pada lembaga 

pemerintah penyelenggara pelayanan publik dapat dilakukan secara periodik oleh 

pimpinan pada masing-masing lembaga pemerintah tersebut sesuai ketentuan 

standar kinerja yang ditetapkan alam peraturan perundang-undangan. Dengan 

pencapaian kinerja yang baik dari pelaksana diharapkan dapat meminimalisir 
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keluhan masyarakat yang mungkin terjadi karena kurang maksimalnya proses 

pelayanan. 

Dengan demikian berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas 

menunjukkan  bahwa standar pelayanan publik merupakan aspek yang sangat 

penting artinya untuk dapat dipakai sebagai pedoman dalam pelayanan publik 

pada lembaga-lembaga pemerintah. Selain itu standar pelayanan berguna sebagai 

indikator penilaian terhadap kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan pada 

lembaga-lembaga pemerintah tersebut. Melalui penerapan standar pelayanan 

publik ini tersebut dapat diharapkan masyarakat bisa mendapat pelayanan yang 

memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan. 

Pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat, oleh 

karena itu, maka pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan masyarakat. 

Maka dari itu pemerintah wajib untuk menyediakan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat luas. Adapun bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan 

pemerintah di antaranya yaitu pelayanan publik di bidang administrasi 

kependudukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan 

dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelola informasi administrasi 

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan di sektor lain. 

Adapun jenis pelayanan administrasi kependudukan menurut  “UU RI No. 

24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas  RI No. 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan antara lain yaitu dalam hal pengurusan Akte 
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Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Nikah, 

Akte Cerai, Akte Kematian, Keterangan Pindah Penduduk dan lain sebagainya.” 

Data diri individu pada dasarnya sangat penting, oleh karenanya maka 

setiap kegiatan pendataan pada masing-masing individu, baik mengenai statusnya 

sebagai pribadi maupun dalam lingkungan masyarakat harus jelas dan benar 

sebagaimana adanya. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang administrasi 

kependudukan, khususnya pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) 

sebagaimana dinyatakan di dalam  “UU RI No. Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas  RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Kartu 

Keluarga (KK) merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang 

nama, susunan dan hubungan keluarga serta identitas anggota keluarga. Masing-

masing keluarga hanya memiliki satu KK dan setiap penduduk dicatat hanya pada 

satu KK.” 

Kartu Keluarga (KK) merupakan salah satu dasar dalam penerbitan KTP, 

dan sebagai persyaratan dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan 

lainnya. Sedangkan Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP 

adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi 

pelaksana yang berlaku secara nasional, yang mencantumkan gambar lambang 

Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat 

keterangan tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama, Tempat Tanggal 

Lahir, Jenis Kelamin, Agama, Status Perkawinan, Golongan Darah, Alamat, 

Pekerjaan, Kewarganegaraan, Pas Foto, Masa Berlaku, Tempat dan Tanggal di 
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keluarkannya KTP, Tanda Tangan Pemegang KTP, serta membuat Nama dan 

Nomor Induk Pegawai Pejabat yang Menandatanganinya.  

Hal ini juga dicantumkan dalam Perda Kuantan Singingi No 12 Tahun 

2011 pasal 9 menyatakan bahwa:  

“(1)  Setiap penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap 

wajib memiliki 1 (satu) KK dan hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 

(satu) KK. 

(2) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala 

keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, 

tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status 

hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama 

orang tua. 

(3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan 

tidak diis, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Databasekependudukan. 

(4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selamanya, 

kecuali berlaku perpindahan seluruh anggota keluarga. 

(5)  KK berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan data. 

(6)  Dalam hal ini terjadi prubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

wajid dilaporkan kepada instansi pelakskana selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari sejak terjadi perubahan.” 

 

Pembuatan KK merupakan hal yang paling utama dan penting bagi 

masyarakat, karena KK merupakan bagian dari tanda atau identitas seseorang 

sehingga membuat banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan pembuatan 

KK tersebut untuk kepentingan yang bersangkutan dalam aktivitas kehidupannya, 

misalnya membuat jaminan asuransi kesehatan menggunakan data KK dan KK 

juga diperlukan oleh setiap individu sebagai persyaratan dalam mengurus berbagai 

dokumen kependudukan seperti Paspor, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta 

Kelahiran; mengurus berbagai jenis perizinan, pendaftaran sekolah, mengurus 

beasiswa dan berbagai pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan 



12 

 

sehari-hari, dan peristiwa kependudukan itu harus dilaporkan untuk persyaratan 

dalam pendaftaran penduduk.  

Sesuai Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011 Pasal 3 

dinyatakan bahwa: “Setiap penduduk wajib melaporkan setiap Peristiwa 

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana 

dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil”.  

Dalam pembuatan KK Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan oleh 

instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang melibatkan 

Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai lembaga pemerintah 

penyelenggara Administrasi Kependudukan. Mengenai  Istansi Pelaksana 

pembuatan KK tersebut, dalam  Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 

2011 pada Pasal Pasal 47 dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan dilaksanakan oleh: 

“1.  Instansi Pelaksana yang meliputi : 

a.  Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; 

b.  Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan 

berdasarkan peraturan dan perundang – undangan; 

c.  Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; 

d.  Ppelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi 

kependudukan; 

e.  Penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan : 

1. Kartu Keluarga (KK) 

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

3. Akta Catatan Sipil 

4. Ahli Waris 

5. Surat Keterangan Kependudukan 

f.  Melaporkan peristiwa penting kependudukan; 

g.  Pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan. 
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 2.  Dalam Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana 

melibatkan Kecamatan, Desa/ Kelurahan : 

a.  Camat meliputi : 

1.  Mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa 

penting; 

2.  Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi 

kependudukan; 

3.  Penugasan kepada Kepala Desa/ Kelurahan untuk penyelenggara 

sebagai urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas 

pembantuan; 

4.  Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat 

Kecamatan; 

5.  Pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan berskala 

Kecamatan; 

6.  Laporkan peristiwa penting administrasi kependudukan dari tingkat 

Kecamatan ke Instansi Pelaksana; 

7. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi 

kependudukan di tingkat Kecamatan. 

b.  Desa/Kelurahan meliputi : 

1. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi 

kependudukan di tingkat Kecamatan. 

2.  Melaksanakan pendataan penduduk; 

3.  Memberikan rekomendasi dalam bidang administrasi kependudukan 

untuk mendapatkan dokumen kependudukan; 

4.  Menerbitkan Surat Keterangan Domisili Penduduk; 

5.  Menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk; 

6.  Melaporkan peristiwa penting kependudukan ke tingkat Kecamatan; 

7.  Pengawasan Administrasi Kependudukan di tingkat 

Desa/Kelurahan.” 

 

Sebagaimana halnya di kecamatan lainnya, maka masyarakat di 

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi juga berhak memperoleh  

pelayanan yang baik di bidang administrasi kependudukan, termasuk dalam hal 

pembuatan KK. Namun yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di 

Kecamatan Inuman berkaitan dengan urusan administrasi kependudukan bahwa 

dalam pengurusan KK menunjukkan masih terdapat beberapa fenomena yang 

dapat menyebabkan kurang maksimal pelayanan pembuatan KK tersebut. Hal ini 

antara lain dapat dilihat dari lamanya waktu pengurusan, prosedur dan persyaratan 
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yang kurang jelas dan cenderung rumit, masih terjadinya perlakuan yang 

diskriminatif dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, masih minimnya 

maklumat pelayanan yang tersedia, baik mengenai prosedur maupun persyaratan 

yang diperlukan sehingga menyebabkan keluhan dan keengganan masyarakat 

mengurus dokumen kependudukan tersebut. 

Pada dasarnya masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan peristiwa 

kependudukan dan menganggap hal itu tidak penting, karena faktor dari susahnya 

dalam pengurusan kartu KK tersebut. Disisi lain pelaksanaan pembuatan KK juga 

tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat seperti sumber daya aparatur, sarana 

dan prasarana, serta komitmen aparatur. Untuk menunjang kelancaran pelayanan 

perlu didukung dengan sumber daya aparatur yang berkualitas/kompeten 

sementara keberadaan sumber daya aparatur yang berkualitas itu terbatas, hal 

tersebut terindikasi sebagian besar berpendidikan menengah kebawah.  

Selain itu untuk kelancaran pelayanan perlu ditunjang dengan sarana dan 

prasarana yang memadai, sementara keberadaan fasilitas penunjang masih terbatas 

hal tersebut terindikasi dari ketersediaan peralatan untuk mendukung operasional 

yang masih terbatas baik, dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian dari 

segi kompetensi dan konsistensi sumber daya aparatur, sarana penunjang 

operasional aplikasi sistem informasi dan keramah-tamahan aparatur dalam 

memberikan layanan. 

Adapun persyaratan dalam pembuatan KK di Kecamatan Inuman 

Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut: 
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1. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan 

2. Mengisi formulir permohonan pembuatan KK (F-1.06) 

3. Mengisi formulir biodata bagi penduduk WNI (F-1.01), apabila biodatanya 

belum pernah didaftarkan. 

4. Mengisi formulir biodata bagi penduduk WNI (F-1.02), untuk warga 

negara asing yang tinggal tetap. 

5. Menyerahkan fotokopi akta kelahiran seluruh anggota keluarga. 

6. Menyerahkan fotokopi akta perkawinan/buku nikah, bagi penduduk yang 

sudah menikah. 

7. Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal, untuk penduduk pindah 

datang. 

8. Surat keterangan datang dari luar negerik, untuk penduduk WNI yang baru 

datang dari luar negeri. 

Sementara itu prosedur yang diterapkan dalam pembuatan KK di 

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi adalah: 

1. Masyarakat pemohon KK mengajukan berkas permohon pembuatan KK 

yang dilengkapi persyaratan yang ditetapkan, kepada petugas bagian 

Administrasi Pelayanan di Kantor Camat setempat. 

2. Selanjutnya petugas bagian Administrasi Pelayanan menyampaikan berkas 

permohon pembuatan KK tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan di 

Kantor Camat untuk diverifikasi dan memberikan paraf. 
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3. Setelah itu Camat menyetujui permohonan pembuatan KK dan 

memberikan rekomendasi penerbitan KK sesuai dengan berkas 

permohonan yang diajukan. 

4. Pihak Kecamatan menyampaikan berkas permohon pembuatan KK yang 

telah disetujui kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk 

penerbitan KK. 

5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menandatangani KK yang 

telah diterbitkan. 

6. Kemudian Masyarakat pemohon dapat mengambil KK yang telah 

diterbitkan pada bagian Administrasi Pelayanan di Kantor Camat. 

7. Proses penyelesaian pembuatan KK berlangsung paling lambat selama 14 

(empat belas) hari kerja, dan tidak dipungut biaya. 

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas 

maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

penyelenggaraan admistrasi kependudukan dalam hal ini penulis memilih judul 

penelitian yaitu: “Pelaksanaan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Di Kantor 

Camat Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan”. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:  
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1.  Bagaimana Pelaksanaan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Di Kantor 

Camat Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Perturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan? 

2.  Apa saja faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 

pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Camat  Inuman Kabupaten 

Kuantan Singingi? 

 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Di 

Kantor Camat  Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peratuan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Pendudukan. 

b.  Untuk mengetahui faktor penghambat yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaan pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Camat Inuman 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

2.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut: 

a.  Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

kajian bagi kalangan hukum administrasi negara  dalam mengembangkan 

dan memperluas ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan pembuatan KK. 
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b.  Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan hukum 

administrasi negara khususnya dalam pelaksanaan pembuatan Kartu KK. 

c.  Hasil penelitian ini diharapkan guna menambah ilmu pengetahuan penulis 

dan bagi fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta bermanfaat sebagai 

bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan upaya pelaksanaan 

pembuatan KK Di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi 

Berdasarkan Peratuan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Pendudukan 

d.  Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan 

pemikiran, masukan dan sumber informasi maupun referensi bagi tenaga 

pendidik, masyarakat umum dan mahasiswa yang ingin meneliti pada 

bidang kajian yang sejenis. 

 

D.  Tinjauan Pustaka 

 Pada bagian ini akan dikemukakan mengenai tinjauan pustaka dengan 

tujuan agar dapat dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis pokok 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka disajikan 

mengenai konsep dan teori-teori yang dikemukakan para ahli pada beberapa 

literatur maupun mengenai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Adapun tinjauan pustaka yang disajikan 

seperti terdapat pada uraian berikut. 

Administrasi didefenisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara 

dua orang atau lebih yang didasarkan atas dasarkan atas rasionalitas tertentu 

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan 
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memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil 

guna (Siagian, 2001;2). 

Administrasi sebagai ilmu pengetahuan bersifat terus menerus merinci 

objek studinya kepada bidang-bidang kajian yang lebih spesifik. Bertalian dengan 

itu, organisasi sebagai locus studinya dispesifikan menjadi dua bidang kajian 

utama, yaitu : (1) Organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan kepada publik 

tanpa mengharapkan keuntungan. Jenis organisasi yang termasuk kelompok ini 

dikonsepsikan sebagai organisasi publik. Locus studi Ilmu Administrasi terhadap 

organisasi publik ini pada awalnya lebih terfokus kepada negara – kelompok 

kerjasama orang-orang yang dibentuk dengan tujuan utamanya adalah untuk 

melindungi dan mensejahterakan warga negara atau anak bangsanya. Pada 

perkembangan berikutnya locus studi ini berkembang mencakup berbagai jenis 

organisasi nirlaba-tidak mengejar keuntungan materi-yaitu seperti Yayasan Sosial, 

LSM, dan NGO lainnya; (2) Organisasi yang memberikan pelayanan kepada 

publik tertentu dengan menargetkan sejumlah keuntungan dalam bentuk materi-

dengan batas-batas yang terukur. Jenis organisasi yang termasuk kepada 

kelompok ini populer dengan sebutan oragnisasi bisnis. (Zulkifli, 2005;55-56) 

Dari pendapat yang dikemukakan di atas, menjelaskan bahwa administrasi 

merupakan suatu proses kerjasama atau aktivitas yang berlangsung dalam suatu 

organisasi, baik organisasi publik atau pemerintah yang bersifat nirlaba maupun 

organisasi bisnis yang berorientasi profit. Proses kerjasama yang berlangsung 

berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, di antaranya dalam hal 

pemberian pelayanan kepada publik maupun proses kerjasama dalam 
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melaksanakan urusan internal organisasi seperti administrasi kepegawaian, 

keuangan dan sebagainya.  

Dengan demikian fungsi administrasi sangat berperan penting dalam 

mewujudkan efektivitas pengelolaan dan penyelenggaraan pada setiap organisasi 

pemerintah. Adminsitrasi yang diterapkan dalam organisasi pemerintah disebut 

administrasi pemerintah atau administrasi negara. Dengan adanya proses 

adminsitrasi yang baik maka akan mampu mendukung terwujudnya efektivitas 

organisasi pemerintah, di antaranya administrasi dalam hal penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka 

adminsitrasi pemerintah atau administrasi negara berkembang pesat dengan 

berbagai aspeknya sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan aktivitas 

pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan administrasi negara adalah suatu 

bahasan ilmu sosial yang mempelajari tuga elemen penting kehidupan bernegara 

yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang 

berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, 

administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur 

penyelenggara negara (Munaf, 2016;7). 

Berdasarkan perspektif ilmu hukum administrasi, menurut Handoyo dan 

Hestu Cipto dalam Ali Abdul Wakhid (2009;20-21) ada dua jenis hukum 

administrasi, yaitu pertama, hukum administrasi umum (allgemeem deel) yakni 

berkenaan dengan teori teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang 

hukum administrasi, tidak terikat pada bidang-bidang tertentu, kedua hukum 
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administrasi khusus (bijzonder deel) yakni hukum-hukum yang terkait dengan 

bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum lingkungan, hukum tata 

ruang, hukum kesehatan dan sebagainya. 

Adminsitrasi negara pada hakekatnya dilaksanakan  berdasarkan aturan 

hukum yang berlaku yang biasa disebut hukum administrasi negara. Menurut 

CST. Kansil (2007;21) bahwa hukum administrasi negara ialah suatu 

pengkhususan atau spesialisasi dari pada Hukum Tata Negara yakni bagian 

hukum mengenai hukum administrasi dari pada negara. Selanjutnya Van Wijk-

Konijen-belt: P.de Haan cs dalam Lutfi Effendi (2004;5) mengemukakan bahwa 

hukum administrasi merupakan yuridis yang memungkinkan pemerintah 

mengendalikan kehidupan masyarakat dan memungkinkan masyarakat 

berpartisipasi dalam pengendalian tersebut dengan tujuan terdapatnya suatu 

perlindungan hukum”. Sementara itu menurut Rochmad Soemitro dalam Marbun 

dan Mahfud (2009;9), hukum administrasi negara itu meliputi segala sesuatu 

mengenai pemerintahan, yakni seluruh aktivitas pemerintah yang tidak termasuk 

pengundangan dan peradilan. 

Berdasarkan dari pengertian hukum administrasi negara yang 

dikemukakan di atas menjelaskan bahwa dalam ilmu hukum administrasi negara 

dibahas mengenai aturan hukum yang diterapkan dalam melaksanakan aktivitas 

pemerintahan, baik yang terkait dengan hubungan hukum antar lembaga negara 

maupun hubungan hukum antara lembaga negara dengan perseorangan atau 

privat. Adapun hubungan hukum antara lembaga negara dengan perseorangan 
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atau privat misalnya adalah dalam hal pengaturan dalam penyelengaraan 

pelayanan publik. 

Selanjutnya menurut Minollah dan Eko Purnomo (2006;25), dalam ilmu 

hukum terdapat dua pembagian hukum, yaitu Hukum Privat (Sipil) dan Hukum 

Publik. Penggolongan ke dalam hukum privat dan publik itu tidak lepas dari isi 

dan sifat hubungan yang diatur dan bersumber dari kepentingan-kepentingan yang 

hendak dilindungi. Adakalanya kepentingan itu bersifat perorangan tetapi ada pula 

yang bersifat umum. Hubungan hukum tersebut memerlukan pembatasan yang 

jelas dan tegas yang melingkupi hak-hak dan kewajiban dari dan terhadap siapa 

orang tersebut berhubungan. 

Setiap individu tentunya memerlukan layanan dari pihak lain atau lembaga 

tertentu, karena pada dasarnya tidak ada individu yang dapat memenuhi semua 

kebutuhannya sendiri. layanan dari pihak lain atau lembaga tertentu tersebut dapat 

berupa lembaga pemerintah maupun privat. Menurut Pasolong (2008;28), 

pelayanan pada dasarnya dapat didefenisikan sebagai aktivitas seseorang, 

sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk 

memenuhi kebutuhan. 

Salah satu fungsi pokok pemerintah yang cukup penting bagi masyarakat 

ialah penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yaitu aktivitas 

lembaga-lembaga publik/pemerintah dalam menyediakan berbagai bentuk 

layanan, baik yang bersifat layanan administratif, penyediaan barang maupun jasa 

publik. Pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah pada dasarnya untuk 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dan tidak berorientasi profit/ 

memperoleh keuntungan. 

Pelayanan publik diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang 

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Sinambela, dkk., 

2011;5). Pendapat lain menyatakan bahwa pelayanan publik atau pelayanan 

umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam 

bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung 

jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Usaha Milik Daerah, dalam rangka 

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ratminto & Atik Septi Winarsih 

(2006;4). 

Dari pengertian mengenai pelayanan publik yang dikemukakan di atas 

menunjukkan bahwa pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan oleh 

lembaga-lembaga publik atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

atas barang dan jasa publik serta pelayanan yang bersifat administratif. 

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh setiap lembaga-lembaga publik atau 

pemerintah penyedia layanan pada dasarnya diatur dalam suatu peraturan 

perundang-undangan. 

Adapun bentuk pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat 

antara lain yaitu pelayanan adminitrasi kependudukan. Pelayanan adminitrasi 

kependudukan merupakan pelayanan yang bersifat administratif yang diberikan 
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oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Adapun lembaga pemerintah yang terkait sehubungan dengan 

pelayanan publik dalam pembuatan KK adalah Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil, Kecamatan serta Desa/Kelurahan. 

Administrasi kependudukan merupakan syarat yang paling utama 

disamping syarat-syarat lainnya dalam suatu negara, oleh karenanya keberadaan 

penduduk di dalam wilayah negara yang bersangkutan perlu diatur oleh peraturan 

perundang-undangan. Dengan kata lain harus adanya hukum yang mengatur 

tentang pendaftaran dan pelaksanaan pembuatan identitas kependudukan, antara 

lain dalam hal pembuatan pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

maupun KK maupun dokumen kependudukan lainnnya, yang lazimnya dilakukan 

warga Negara Indonesia. 

Dalam “UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 

disebutkan bahwa Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu 

identitas keluarga yang memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama 

lengkap kepala keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, 

agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam 

keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.” KK berlaku 

untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga, KK diterbitkan oleh 

Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kepada Penduduk Warga Negara 

Indonesia maupun Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.  
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Menurut Cendra Gunawan dalam Skripsinya (2018;16), bahwa dalam 

rangka pelaksanaan pembuatan administrasi kependudukan terkait aparat 

pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam rangka kerjanya yaitu: 

1.  Tugas Camat 

Memberikan atau menerbitkan Kartu Tanda Penduduk atas nama 

Bupati/kepala Daerah yang dimohon oleh penduduk. 

2.  Tugas Kepala Desa/Kepala Kecamatan 

a.  Menerima pendaftaran dari setiap penduduk dalam daerahnya untuk 

memiliki Kartu Keluarga dan Kanrtu Tanda Penduduk. 

b.  Menerima laporan mengenai perubahan yang terjadi mengenai diri 

dan anggota keluarga. 

c.  Mencatat setiap perubahan mengenai kepala keluarga dan anggota 

keluarga selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) 

dalam Kartu Keluarga. 

d.  Menerima laporan kepindahan tempat tinggal dari setiap penduduk 

dan laporan kedatangan penduduk yang baru. 

e.  Mengenai kebenaran dari Kartu Keluarga yang diisi oleh Kepala 

Keluarga. 

f.  Meneliti kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun pada 

Kartu Keluarga. 

3.  Kewajiban Penduduk 

a.  Mendaftarkan diri kepada Kepala Desa untuk memiliki Kartu 

Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. 
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b.  Apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin 

wajib untuk memiliki Kartu Tanduk Penduduk. 

c. Melaporkan diri kepada Kepala Desa apabila hendak pindah tempat 

tinggal,dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) 

hari kepala keluarga melaporkan kepada kepala desa ditempat yang 

baru. 

d. Memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk. 

e. Melaporkan Kartu Tanda  Pendudukyang telah habis atau telah 

berakhir masa berlakunya untuk diperpanjang atau diganti dengan 

masa yang baru. 

f. Membayar Kartu Tanda Penduduk yang besarnya telah ditetapkan 

didalam peraturan Daerah yang bersangkutan. 

4.  Kewajiban Penduduk Sementara 

 Bagi orang asing yang berdiam di Kabupaten/Kota agar segera 

mendaftarkan dirinya kepada Bupati/Walikota guna memiliki surat 

keterangan pendaftaran. 

5.  Kewajiban Kepala Keluarga 

a. Memiliki Kartu Keluarga yang berisi data Kepala Keluarga yang 

berisi data kepala keluarga dan anggota keluarganya. 

b. Melaporkan perubahan yang terjadi pada dirinya kepada Kapala Desa. 

c. Mengisi data Kartu Keluarga. 

d. Menyimpan administrasi Kepala Keluarga 

e. Membayar Kartu Keluarga yang ditentukan dalam masing-masing 

Peraturan Daerah. 
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Menurut Schnaars (dalam Arsul Tumnusa 2001;306) bahwa suatu konsep 

tentang proses atau mekanisme bagaimana seseorang konsumen/pelanggan 

(customer), merasa puas atau tidak atas suatu pelayanan sangat tergantung pada 

kesungguhan para pemberi jasa dalam memberikan layanan. Dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan, maka pemerintah membuka kesempatan 

menyampaikan saran dan pengaduan mengenai pelayanan yang diberikan oleh 

aparatur pemerintahan kepada masyarakat. 

Untuk dapat menganalisis dan menentukan tingkat kualitas pelayanan/jasa, 

beberapa ahli telah mengusulkan konsep dan teori, diantaranya yaitu seperti 

dikemukakan  Parasuraman, Valeri A. Zeithaml & Leonard L. Berry, bahwa 

dimensi yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas pelayanan/jasa menurut 

Parasuraman, Valeri A. Zeithaml & Leonard L. Berry dalam Umar (2002;38-40) 

adalah reliability, responsivenes, assurance, empaty, dan tangibles. 

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas baik kepada masyarakat 

sebagai penerima layanan menjadi perhatian yang serius setiap lembaga aparatur 

pemerintah. Hal ini dikarenakan tercapainya kualitas pelayanan yang baik dari 

setiap layanan yang disediakan pemerintah akan berdampak positif, baik terhadap 

masyarakat luas maupun bagi lembaga pemerintah penyedia layanan tersebut. 

Bagi masyarakat luas, tersedianya layanan pemerintah yang berkualitas tentunya 

akan lebih menjamin masyarakat memperoleh pelayanan maksimal sesuai yang 

diharapkan. Sedangkan bagi lembaga pemerintah penyedia layanan, tersedianya 

layanan pemerintah yang berkualitas akan menciptakan persepsi yang baik 

mengenai pelayan pemerintah di kalangan masyarakat, sehingga warga 
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masyarakat termotivasi dan tidak merasa enggan untuk mengurus berbagai 

keperluan atau memenuhi kebutuhannya melalui berbagai layanan yang 

disediakan lembaga pemerintah. 

Untuk menjamin agar masyarakat memperoleh pelayanan maksimal sesuai 

yang diharapkan maka pihak pemerintah telah menetapkan asas dan ketentuan 

tentang penyelenggaraan pelayanan publik dalam bentuk peraturan perundang-

undangan yaitu UU RI No. 25 Tahun 2009. Di dalam “UU RI No. 25 Tahun 2009 

tersebut, yaitu pada Pasal 4 dinyatakan bahwa asas penyelenggaraan pelayanan 

publik adalah: 

a.  Kepentingan umum; 

b.  Kepastian hukum; 

c.  Kesamaan hak; 

d.  Keseimbangan hak dan kewajiban; 

e.  Keprofesionalan; 

f.  Partisipatif; 

g.  Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; 

h.  Keterbukaan; 

i.  Akuntabilitas; 

j.  Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

k. Ketepatan waktu; dan 

l.  Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.” 

 

Sementara itu penyelenggara pelayanan publik memiliki Kewajiban 

sebagaimana diatur di dalam “UU RI No. 25 Tahun 2009, pada Pasal 15 sebagai 

berikut:  

a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan; 

b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan; 

c. Menempatkan pelaksana yang kompeten; 

d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik yang 

mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; 

e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; 

g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; 
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h. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang 

diselenggarakan; 

i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; 

j. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara 

pelayanan publik; 

k. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku 

apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi 

atau jabatan; dan 

l. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau 

melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat 

yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang 

berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.” 

 

Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik juga 

membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Masyarakat juga mempunyai hak dan 

kewajiban sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Adpaun hak 

masyarakat sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan publik tersebut 

berdasarkan “UU RI No. 25 Tahun 2009, pada Pasal 18 adalah: 

a. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; 

b. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; 

c. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;  

d. Mendapat advokasi, perlindungan, dan/ atau pemenuhan pelayanan; 

e. Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki 

pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar 

pelayanan;  

f. Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila 

pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; 

g. Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan 

dan/ atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan 

ombudsman; 

h. Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar 

pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina 

penyelenggara dan ombudsman; dan 

i. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan 

pelayanan.” 
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Sementara kewajiban masyarakat sehubungan dengan penyelenggaraan 

pelayanan publik sesuai “UU RI No. 25 Tahun 2009, pada Pasal 19 adalah sebagai 

berikut:  

a. Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam 

standar pelayanan; 

b. Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas 

pelayanan publik; dan 

c. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik.” 

 

Setiap warga negara tentunya sangat mendambakan tersedianya pelayanan 

publik baik dan memuaskan dari pemerintah. Oleh karenanya pihak pemerintah 

harus berupaya secara maksimal agar pelayanan publik yang diselenggarakan 

lembaga pemerintah dapat berlangsung secara optimal dan mencapai tujuan yang 

diharapkan, di antaranya dalam pelaksanaan jenis pelayanan yang bersifat 

administratif seperti dalam hal penerbitan dokumen kependudukan. 

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat 

kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila 

penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan 

diharapkan. (Ratminto dan Winarsih, 2010;23).  

Kepuasan masyarakat atas layanan yang disediakan pemerintah sangat 

penting artinya, karena hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan legitimasi 

masyarakat terhadap pemerintah pada umumnya, dan khususnya pada lembaga 

penyedia layanan pemerintah. Untuk mencapai kepuasan masyarakat atau 

pelayanan pemerintah dituntut adanya kualitas pelayanan prima yang tercermin 

dari: (Sinambela, 2011;6) 
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1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka,  mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung-jawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip, 

efesien dan efektifitas.  

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikn aspirasi 

kebutuhan dan harapan masyarakat. 

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, stauts social 

dan lain- lain. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik.  

Menurut Moenir (2006;41), sebagai pihak yang ingin memperoleh 

pelayanan yang baik dan memuaskan, maka perwujudan pelayanan yang 

didambakan ialah : 

1) Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan 

yang cepat dalam arti tanpa hambatan.  
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2) Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau untaian 

kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu, 

baik dengan alasan untuk dinas, atau alasan untuk kesejahteraan. 

3) Mendapatkan pelakukan yang sama dalam pelayanan terhadap 

kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu.  

4) Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan 

karena suatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya 

diberitahukan, sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak 

menentu.  

Warga masyarakat tentunya sangat mengharapkan untuk dapat 

memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan dari pemerintah, antara lain 

dalah hal pelayanan pengurusan dokumen kependudukan seperti dalam 

pembuatan Kartu Keluaga (KK). Oleh sebab itu lembaga pemerintah 

penyelenggara pelayanan pembuatan Kartu Keluaga (KK) tersebut diharapkan 

dapat memberikan pelayanan yang maksimal. 

 

E.  Konsep Operasional 

Konsep operasional yang dikemukakan pada bagian ini bertujuan untuk 

memberikan uraian dan penjelasan mengenai konsep dan peristilahan yang 

dipergunakan dalam penulisan skripsi hasil penelitian ini. Adapun konsep 

operasional tersebut diuraikan sebagai berikut: 

Pembuatan Kartu Keluarga (KK) adalah suatu tata cara dalam pelaksanaan 

pelayanan penerbitan KK yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk 

sebagai instansi pelaksana, sesuai dengan esensi pelayanan meliputi prosedur 
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pelayanan, transparansi pemberi layanan terhadap pemohon, sarana dan prasarana 

penunjang pelayanan, kompetensi pegawai pemberi pelayanan, daya tanggap dan 

keramah-tamahan pegawai dalam melaksanakan proses pelayanan kepada 

masyarakat sebagai penerima layanan. 

Pembuatan adalah kegiatan menciptakan atau memproses sesuatu. 

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan sesuatu dengan beberapa cara atau 

langkah yang sesuai dengan denda yang akan dibuat. 

Kartu keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data 

tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu keluarga wajib 

dimiliki oleh setiap keluarg. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas kepala 

keluarga dan anggota keluarganya. 

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten atau Kota adalah suatu peraturan 

perundang-undangan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau 

Walikota. 

Kecamatan Inuman merupakan salah satu wilayah kecamatan yang terletak 

di Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau, yang beribu kotakan Taluk 

Kuantan. 

 

F.  Metode Penelitian 

Supaya pelaksanaan penelitian lebih baik dan terarah, maka perlu 

ditetapkan suatu metode penelitian yang diperlukan untuk menentukan serta 

mengumpulkan data secara akurat dan benar. Dengan demikian maka penulis  
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dapat menjawab pokok masalah penelitian. Adapun metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1.  Jenis dan Sifat Penelitian  

Dilihat dari jenisnya, bahwa penelitian ini tergolong pada penelitian 

observational research dengan cara penelitian survey. Jenis penelitian 

observational research yaitu suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

turun ke lapangan secara langsung untuk memperoleh informasi dan data yang 

diperlukan  berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yaitu mengenai  

Pelaksanaan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Inuman Kabupaten 

Kuantan Singingi berdasarkan Perda No 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan. 

Sementara penelitian survei adalah merupakan suatu pelaksanaan 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan 

kuisioner atau wawancara sebagai alat pengumpul data. Penelitian ini dilihat dari 

sifatnya dapat identifikasi bersifat diskriptif, artinya penelitian ini bertujuan 

memberikan gambaran suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang 

Pelaksanaan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Inuman Kabupaten 

Kuantan Singingi ditinjau dari Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 

2011. 

Sebagaimana yang dikemukakan Kerlinger (1973) bahwa penelitian 

survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi 

data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populsi tersebut. 

sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan 
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antar variabel sosiologis maupun psikologis (Sugiyono, 2005;7). Sedangkan yang 

dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan antara variabel atu dengan variabel yang lain 

(Sugiyono, 2005;11). 

 

2.  Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi 

penelitian di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. 

Adapun alasan penulis dalam memilih atau menetapkan lokasi penelitian tersebut 

adalah karena menurut pengamatan penulis bahwa masih adanya permasalahan 

dalam proses pelayanan pembuatan KK di Kecamatan tersebut, seperti masalah 

prosedur yang rumit dan lamanya proses penyelesaian pembuatan KK tersebut. 

 

3.  Populasi dan Responden 

Populasi dalam suatu penelitian adalah keseluruhan objek yang menjadi 

fokus peneliti untuk diteliti. Sedangkan responden ialah sebagian dari anggota 

populasi yang dipilih dan ditetapkan oleh peneliti sebagai objek penelitian. Dalam 

penelitian dimana jumlah populasi relatif kecil, maka peneliti menggunakan 

seluruh anggota populasi sebagai responden. 

Adapun yang menjadi  populasi dan responden pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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a. Camat Kecamatan Inuman, 1 orang. 

b. Staf pelaksana administrasi kependudukan di Kantor Camat Inuman, 1 

orang. 

c. Masyarakat Kecamatan Inuman yang melakukan pembuatan Kartu 

Keluarga pada tahun 2017 sebanyak 137 orang (seratus tiga puluh tujuh) 

orang. Dari jumlah tersebut yang diambil sebagai responden adalah 

sebanyak 25 orang warga masyarakat yang telah terealisasi dalam 

pembuatan Kartu Keluarga.  

 

4.  Sumber Data  

Sumber data pada suatu pelaksanaan penelitian ialah pihak-pihak, tempat 

atau lokasi dimana peneliti memperoleh data penelitian dan informasi yang 

dibutuhkan sehubungan pelaksanaan penelitian tersebut. Pada penilitian ini, 

sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, seperti uraian 

berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung dari lokasi 

penelitian atau responden melalui proses wawancara dan dengan cara 

mengajukan kuesioner kepada responden. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis 

untuk mendukung data primer yang diperoleh. Data sekunder diperoleh 

dalam bentuk dokumen, buku-buku atau literatur yang tersedia pada 

instansi/lembaga terkait pelaksanaan penelitian dan dianggap relevan 
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dalam mendukung analisis nantinya. Adapun data sekunder yang 

dikumpulkan antara lain seperti Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 

Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainya, serta data 

Kecamatan Inuman dalam angka yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

5.  Alat Pengumpulan Data  

Pengumpulan data ialah suatu proses atau kegiatan yang dilaksanakan 

seorang peneliti dalam upaya untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan 

menggunakan teknik atau cara tertentu. Sehubungan dengan pelaksanaan 

penilitian ini adapun teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari: 

a.  Wawancara 

Wawancara ialah suatu cara yang dapat dilakukan oleh seorang 

peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam rangka 

pelaksanaan penelitian, yang mana dilakukan dengan mewawancarai atau 

melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden penelitian yang 

telah ditetapkan. Untuk memperlancara proses wawancara dengan 

responden, peneliti dapat mempersiapkan pedoman wawancara sesuai 

dengan pokok masalah yang dibahas. 

Wawancara yang akan penulis lakukan yaitu pengumpulan data 

dengan melakukan dialog atau  percakapan (tanya jawab) untuk 

memperoleh data secara langsung dari responden tentang Pelaksanaan 

Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Di Kecamatan Inuman Kabupaten 

Kuantan Singingi Berdasarkan Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 

Tahun 2011. 
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Dalam proses wawancara ini, maka peneliti terlebih dahulu harus 

menyusun pedoman wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan 

yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Data hasil 

wawancara yang peneliti lakukan berupa penjelasan dari responden, 

dikumpulkan untuk dapat digunakan sebagai bahan analisis. 

b.  Kuesioner  

Kuesioner adalah suatu cara dalam mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan tertulis yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. Daftar pertanyaan tersebut kemudian diajukan 

kepada responden penelitian ini, yaitu warga masyarakat yang telah 

mengurus pembuatan KK di Kecamatan Inuman, untuk memperoleh 

jawaban sesuai pokok permasalahan yang diteliti. 

Dalam penelitian ini kuesioner yang digunakan ialah suatu daftar 

pertanyaan tertulis yang disusun bersifat tertutup atau daftar pertanyaan 

tertulis yang disertai pilihan jawaban. Adapun daftar pertanyaan kuesioner 

yang diajukan kepada responden tersebut berisikan tentang Pelaksanaan 

Pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Inuman Berdasarkan Perda 

Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011 yang diajukan kepada 

responden yaitu warga masyarakat yang telah terealisasi dalam pembuatan 

kartu kaluarga. 

 

6.   Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan 

Setelah pengumpulan semua data, baik data primer maupun data sekunder 

tentang Pelaksanaan Pembuatan KK di Kecamatan Inuman selesai dilaksanakan, 
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selanjutnya data tersebut diseleksi untuk dianalisis sesuai dengan rancangan 

penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk 

pembahasan dengan uraian kalimat, sedangkan data yang diperoleh melalui 

kuisioner akan disajikan dalam bentuk tabel. Setalah semua data selesai disajikan, 

penulis akan melakukan analisis dengan cara memberikan penafsiran dan 

menghubungkannya dengan konsep atau teori-teori yang dikemukakan para ahli 

serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Perda Kabupaten 

Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011, untuk kemudian penulis akan dapat 

mengambil kesimpulan dengan metode deduktif. 

Pengambilan kesimpulan secara deduktif adalah cara menarik suatu 

kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum 

dalam hal ini Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011, kepada hal-

hal yang bersifat khusus dari hasil penelitian lapangan mengenai Pelaksanaan 

Pembuatan KK Di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan 

Singingi 

 

Kecamatan Inuman merupakan salah satu wilayah kecamatan di 

Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 Perda 

Kabupaten Kuantan Singingi No. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun  batas-batas 

wilayah Kecamatan Inuman sebagai berikut: 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir. 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cerenti. 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu. 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kecamatan 

Kuantan Hilir. 

Kecamatan Inuman dialiri oleh sebuah sungai besar yaitu Sungai Kuantan 

yang merupakan aliran dari sungai yang ada di propinsi Sumatera Barat .yang 

bermuara ke Kabupaten Indragiri Hulu. Disamping itu, juga terdapat 3 sungai 

kecil yang sama-sama bermuara ke sungai kuantan, yaitu sungai Ili, sungai 

Human, dan sungai Pemokar. 

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas wilayah 

453,01 Km2 dan terdiri dari 14 desa/kelurahan, 42 Dusun, 69 RW dan 156 RT. 

Adapun desa/kelurahan yang berada di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan 

Singingi beserta luasnya seperti disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel II.1. Desa/Kelurahan di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan 

Singingi 

 

No. Desa/Kelurahan Luas Wilayah (Km
2
) Persentase 

1. Pulau Panjang Hulu 45,00 9,93 

2. Pulau Panjang Hilir 23,91 5,28 

3. Bedeng Sikuran 45,00 9,93 

4. Banjar Nan Tigo 18,00 3,97 

5. Pasar Inuman 19,01 4,20 

6. Pulau Sipan 40,00 8,83 

7. Pulau Busuk 22,00 4,86 

8. Koto Inuman 28,00 6,18 

9. Sigaruntang 24,00 5,30 

10. Pulau Busuk Jaya 38,00 8,39 

11. Seberang Pulau Busuk 38,00 8,39 

12. Ketaping Jaya 31,09 6,86 

13. Lebuh Lurus 49,00 10,82 

14. Kampung Baru Koto 32,00 7,06 

Jumlah 453,01 100 

Sumber: Kantor Camat Inuman Kabupaten Kuantan Singingi 

Berdasarkan tabel di atas maka desa yang terluas ialah Desa Lebuh Lurus 

dengan luas wilayah 49,00 Km
2
 dan desa dengan persentase luas terkecil ialah 

Desa Banjar Nan Tigo yaitu seluas 18,00 Km
2
. Sebagai ibukota kecamaan ialah 

Desa Pasar Inuman. Berdasarkan data Kecamatan Inuman Dalam Angka 2017, 

jumlah Penduduk Kecamatan Inuman berjumlah 15.663 jiwa, yang terdiri dari 

7.859 jiwa laki-laki dan 7.804 jiwa perempuan. Dengan Sex Rasio sebesar 

100,704, menunjukkan tidak adanya perbedaan yang sangat besar untuk 

komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Kecamatan Inuman 

mempunyai 3.743 jumlah keluaga dengan kepadatan penduduk 518,51. 

Jumlah penduduk pada masing-masing desa di Kecamatan Inuman 

Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data Kecamatan Inuman Dalam Angka 

2017 adalah sebagai berikut: 
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Tabel II.2. Jumlah Penduduk Masing-masing Desa di Kecamatan Inuman 

Kabupaten Kuantan Singingi 

 

No. Desa/Kelurahan 
Jumlah Penduduk (Jiwa) 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan  

1. Pulau Panjang Hulu 663 612 1.275 

2. Pulau Panjang Hilir 589 546 1.135 

3. Bedeng Sikuran 544 511 1.055 

4. Banjar Nan Tigo 383 406 789 

5. Pasar Inuman 314 306 620 

6. Pulau Sipan 632 614 1.246 

7. Pulau Busuk 518 594 1.112 

8. Koto Inuman 365 365 730 

9. Sigaruntang 576 546 1.122 

10. Pulau Busuk Jaya 628 674 1.302 

11. Seberang Pulau Busuk 497 539 1.036 

12. Ketaping Jaya 570 501 1.071 

13. Lebuh Lurus 669 683 1.352 

14. Kampung Baru Koto 911 907 1.818 

Jumlah 7.859 7.804 15.663 

Sumber: Kantor Camat Inuman Kabupaten Kuantan Singingi 

Kondisi wilayah Kecamatan Inuman sebagian besar merupakan wilayah 

perkebunan dan pertanian. Kegiatan ekonomi utama masyarakat Kecamatan 

Inuman adalah di bidang pertanian, yang mana lebih dari 80% warga masyarakat 

kecamatan ini bekerja pada sektor pertanian, terutama pertanian sawah, 

perkebunan kelapa sawit dan  karet. Selain sektor pertanian, sebagian 

masyarakatnya juga mengelola peternakan seperti sapi, kerbau, kambing dan 

unggas. Sebagian warga masyarakata juga mengelola usaha dagang dan industri 

seperti industri kecil makanan dan kerajinan. 

Berdasarkan data Kecamatan Inuman Dalam Angka 2017, sarana 

pendidikan umum yang terdapat di Kecamatan Inuman yaitu 14 Taman Kanak-

kanak (TK), 16 Sekolah Dasar (SD), 5 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun sarana pendidikan keagamaan terdiri 
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dari 3 MI, 1 MTs, 1 MA, dan 14 MDA. Adapun sarana keseatan yang tersedia 

bagi masyarakat di Kecamatan Inuman yaitu 1 Puskesmas dan 14 Puskesmas 

Pembantu dengan 2 orang tenaga dokter. Sementara untuk sarana tempat ibadah 

terdiri dari 18 mesjid dan 85 mushola. 

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 

Kabupaten, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Demikian pula halnya di Kecamatan 

Inuman Kabupaten Kuantan Sengingi. Adapun tugas Camat adalah  

melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan tugas umum 

pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 

menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah 

daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya tersebut mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan 

masyarakat dan desa, ketentaraman dan ketertiban umum; 

b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentaraman dan 

ketertiban umum; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Kecamatan; 

d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum; 

f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 
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g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan; 

i. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan  desa/kelurahan; 

j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan  desa/kelurahan; 

k. Pelaksanaan fungsi Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara; 

l. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Instansi Pemerintah di 

wilayahnya; 

m. Pengelolaan urusan kesekretariatan Kecamatan; 

n. Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan Bupati; 

o. Pelaksanaan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

retribusi dan pajak lainnya dalam ruang lingkup tugasnya; 

p. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta 

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan; 

q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya. 

Susunan Oganisasi Kecamatan Inuman, berdasarkan “Peraturan Bupati 

Kabupaten Kuantan Sengingi No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi, pada 

Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut: 
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a. Camat; 

b. Sekretariat membawahkan; 

1. Sub Bagian Umum 

2. Sub Bagian Program 

3. Sub Bagian Keuangan 

c. Seksi Pemerintahan; 

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

f. Lurah.” 

 

Bagan Susunan Oganisasi Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan 

Singingi adalah seperti pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1. Bagan Susunan Oganisasi Kecamatan Inuman  

Kabupaten Kuantan Singingi 

 

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi 

CAMAT 

Joni S.P 

LURAH 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSONAL SEKETARIS CAMAT 

Purnama Putra S.P 

KASUBBAG  

PROGRAM 

Ari Prianosa, S.Sos 

 

KASUBBAG 

UMUM 

Irwan, SE 

 

Ka. Seksi Pemerintahan 

Edi Sugemi, S.Sos 

Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

Japrinaldi, SE 

Seksi Ketentraman 

dan Ketertiban Umum 

Drs. Sumardi Kail 

KASUBBAG 

KEUANGAN 

Marlina D., SE 
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Pegawai di Kantor Camat Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan 

Singingi berjumlah 16 orang. Untuk lebih jelasnya para pegawai tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel II.3. Keadaan Pegawai Kantor Camat Kecamatan Inuman Kabupaten 

Kuantan Singingi 
 

No. Jabatan/Pekerjaan Pendidikan Jumlah 

1. Sekretaris Camat S.1 1 

2. Kasi Tramtib S.1 1 

3. Staf Tramtib S.1 1 

4. Kasi Pemerintahan S.1 1 

5. Staf Pemerintahan S.2 1 

6. Kasubbag Keuangan S.1 1 

7. Kasubbag Program S.1 1 

8. Kasi PMD S.1;SLTA 2 

9. Staf PMD S.1 1 

10. Kasubbag Umum S.1 1 

11. Staf Keuangan SLTA 2 

12. Staf Umum SLTA 1 

13. Sekdes SLTA 1 

14. Staf Tramtib SD 1 

Jumlah 16 
Sumber: Kantor Camat Inuman Kabupaten Kuantan Singingi 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Administrasi Kependudukan Pasca 

Diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

 

Setiap penduduk yang bertempat tinggal di Indonesia, baik warga negara 

Indonesia maupun warga negara asing berhak memperoleh pelayanan untuk 

penerbitan berbagai dokumen kependudukan yang diperlukan, antara lain seperti 

Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan 

dokumen kependudukan lainnya. Untuk itu pihak pemerintah baik pada 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyelenggarakan administrasi di 

bidang kependudukan. 
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Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Instansi 

Pelaksana, baik yang berlangsung secara nasional, provinsi maupun 

kabupaten/kota. Sementara Instansi pelaksana penyelenggaraan Adminitrasi 

Kependudukan di tingkat kabupaten/kota melibatkan Kecamatan dan 

Desa/Kelurahan. Adapun kewajiban Instansi Pelaksana penyelenggaraan 

Adminitrasi Kependudukan, menurut “UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

Pasal 8 ayat (1), meliputi:  

a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; 

b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap 

Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;  

c. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;  

d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;  

e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan 

dan Peristiwa Penting; dan  

f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan 

oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil.” 

 

Di samping kewajiban Instansi Pelaksana seperti ketentuan di atas, dalam 

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pemerintah berkewajiban 

melaksanakan kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat di bidang 

administrasi kependudukan. Pelayanan publik di bidang administrasi 

kependudukan mencakup pencatatan biodata data penduduk serta pelayanan 

penerbitan berbagai dokumen kependudukan, sesuai dengan asas-asas serta 

standar pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur di dalam 

peraturan perundang-undangan. 

Jenis pelayanan administrasi kependudukan menurut UU RI No. 24 tahun 

2013 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
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Kependudukan antara lain yaitu dalam hal pengurusan Akte Kelahiran, Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Nikah, Akte Cerai, Akte 

Kematian, Keterangan Pindah Penduduk dan jenis dokumen kependudukan 

lainnya. 

KK merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting 

dimiliki penduduk, dan setiap penduduk WNI maupun orang asing yang memiliki 

izin tinggal tetap wajib memiliki 1 (satu) KK. Hal ini dikarenakan KK merupakan 

dokumen kependudukan yang diperlukan oleh penduduk untuk mengurus 

berbagai keperluan. KK merupakan dokumen kependudukan yang diperlukan oleh 

penduduk untuk melengkapi persyaratan dalam mengurus berbagai dokumen 

lainnya, antara lain seperti KTP, Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor, akta nikah, 

dan sebagainya. KK juga dibutuhkan untuk mengurus keperluan dalam berbagai 

transaksi bisnis. Di samping itu ditinjau dari segi Administrasi Kependudukan, 

adanya penerbitan KK berguna untuk pengelolaan database penduduk yang lebih 

akurat pada suatu daerah. 

Selanjutnya mengenai penerbitan KK, di dalam “Peraturan Pemerintah RI 

No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil, pada Pasal 10, mengatur sebagai berikut: 

(1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri 

atas:  

a. penerbitan KK baru;  

b. penerbitan KK karena perubahan data; dan  

c. penerbitan KK karena hilang atau rusak. 

d. Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: 

a. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;  

b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan 

Republik Indonesia; dan  
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c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan 

ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.” 

 

Adapun mekanisme, prosedur dan persyaratan penerbitan/pembuatan KK 

adalah sebagai berikut: 

a. Masyarakat Pemohon Kartu Keluarga (KK) meminta Surat Pengantar dari 

RT/RW. 
b. Surat Pengantar dari RT/RW diajukan ke Desa/Kelurahan dengan 

melampirkan persyaratan. 

c. Pemohon mengisi data keluarga dan biodata setiap anggota keluarga atau 

Formulir Perubahan Data/Penambahan Data Anggota Keluarga. 

d. Petugas di Desa/Kelurahan menerima dan meneliti kelengkapan berkas 

persyaratan dan mencatatatnya dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan 

Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP). 

e. Pemohon atau petugas Desa/Kelurahan mengisi formulir yang diketahui 

oleh Kepala Desa/Lurah dan menyampaikan formulir tersebut ke 

Kecamatan. 

f. Petugas di Kecamatan menerima dan meneliti kelengkapan berkas 

persyaratan dan mencatatanya dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan 

Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP). 

g. Petugas pendaftaran Penduduk tingkat Kecamatan menerbitkan Kartu 

Keluarga dalam rangkap 4 (empat). 

h. Petugas Kecamatan yang telah diberi Surat Perintah (SP) oleh Camat 

menyampaikan Kartu Keluarga (KK)  kepada Instansi Pelaksana berikut 

kelengkapan berkas persyaratan serta Surat Pengantar yang ditandatangani 

oleh Camat atau Kepala Seksi Pemerintahan yang memuat daftar nama-

nama pemohon Kartu Keluarga (KK). 

i. Petugas pendaftaran penduduk pada Instansi Pelaksana melakukan 

verifikasi dan validasi data Kartu Keluarga (KK), kemudian diparaf oleh 

Pejabat teknis pada Bidang Pendaftaran Penduduk, selanjutnya 

ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana. 

j. Kartu Keluarga (KK)  yang telah ditandatangani oleh Kepala Instansi 

Pelaksana selanjutnya diambil oleh Petugas Kecamatan untuk diserahkan 

kepada pemohon. 

k. Penyelesaian penerbitan penandatanganan Kartu Keluarga (KK)  adalah 

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima 

dan dinyatakan lengkap oleh petugas Kecamatan. 

 

Untuk lebih jelasnya, mekanisme, prosedur dan persyaratan dalam proses 

pelayanan penerbitan KK dapat digambarkan seperti pada bagan berikut: 
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Gambar II.2. Mekanisme, Prosedur dan Persyaratan Penerbitan/Pembuatan  

Kartu Keluarga (KK) 

Sumber: Modifikasi penelitian, 2019 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Pelaksanaan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Di Kecamatan 

Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peratuan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan 

 

Setiap pemerintahan negara yang berdasarkan hukum menggunakan 

perangkat hukum untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. 

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas kekuasaan berwenang 

menerapkan aturan hukum yang ada kepada warga negara, dan setiap warga 

negara berkewajiban mematuhi dan menjalankan aturan hukum yang diterapkan 

pihak pemerintah tersebut. Hukum pada dasarnya diadakan untuk terciptanya 

kepatuhan, keadilan dan keteraturan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Mengingat pentingnya fungsi hukum, maka pembangunan di bidang 

hukum juga telah menjadi salah satu prioritas oleh pihak pemerintah. Hal ini 

dimaksudkan agar tersedianya perangkat hukum yang representatif dan efektif 

serta lebih sesuai dengan perkembangan zaman serta tuntutan perubahan. Dengan 

begitu setiap aturan hukum dan perundang-undangan yang telah disusun dapat 

diterapkan oleh pihak pemerintah dapat berfungsi secara efektif dan mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

Peraturan perundang-undangan merupakan perangkat hukum yang sangat 

penting dalam mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara, 

dan bersifat mengikat. Melalui peraturan perundang-undangan yang disusun, 

pihak pemerintah dapat menerapkan suatu kebijakan untuk mengatur hak dan 
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kewajiban warga negara, di antaranya seperti dalam hal penyelenggaraan 

administrasi kependudukan. 

Administrasi Kependudukan, sebagaimana yang dinyatakan di dalam  UU 

RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI No.  23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 1 poin 1, adalah rangkaian 

kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data 

Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan 

informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.  

Administrasi Kependudukan adalah salah satu kewenangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak 

berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, 

sebagaimana diatur di dalam UU RI No. 23 Tahun 2014. Maka dari itu 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mampu melaksanakan kewenangan 

tersebut sebaik-baiknya sesuai peraturan dan perundang-undangan. 

Selanjutnya pada “UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 

RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 7 ayat (1) 

dinyatakan pula bahwa: Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan 

bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang 

dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi: 

a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang 

Administrasi Kependudukan;  

c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;  

d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;  



53 

 

e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi 

Kependudukan;  

f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan 

Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;  

g. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data 

Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh 

Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam 

negeri; dan 

h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan.” 

 

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, untuk melaksanakan kewenangan 

di bidang Administrasi Kependudukan tersebut, maka masing-masing Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota dapat mempersiapkan perangkat peraturan perundang-

undangan daerah, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. 

Seperti halnya yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

lainnya di Indonesia dalam melaksanakan kewenangan di bidang Administrasi 

Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah menyusun dan 

menerapkan suatu peraturan perundang-undangan daerah, yaitu Perda Kabupaten 

Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011. Peratuan Daerah ini dapat berfungsi 

sebagai dasar hukum yang mengikat dalam rangka penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan di daerah setempat, khususnya dalam pelayanan penerbitan 

dokumen kependudukan. 

Dari berbagai macam dokumen kependudukan yang diterbitkan pihak 

pemerintah, satu di antaranya ialah Kartu Keluarga (KK). KK merupakan salah 

satu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi penduduk, karena 

dokumen kependudukan mempunyai fungsi yang strategis untuk mengurus 

berbagai keperluan. Adapun fungsi dokumen kependudukan KK antara lain 
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adalah sebagai salah satu persyaratan utama dalam mengurus dokumen lainnya, 

seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor, Akta 

Nikah, Melamar Pekerjaan, serta persyaratan dalam berbagai transaksi jual beli, 

dan berbagai keperluan lainnya. 

Sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 

2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, bahwa dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kuantan 

Singingi, Instansi Pelaksana melibatkan Kecamatan dan Desa/Kelurahan. 

Sehubungan dengan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada 

tingkat Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan ketentuan 

“Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011, bahwa Camat 

melaksanakan tugas dan fungsi: 

1. Mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting; 

2. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi 

kependudukan; 

3. Penugasan kepada Kepala Desa/ Kelurahan untuk penyelenggara sebagai 

urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan; 

4. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat 

Kecamatan; 

5. Pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan berskala 

Kecamatan; 

6. Laporkan peristiwa penting administrasi kependudukan dari tingkat 

Kecamatan ke Instansi Pelaksana; 

7. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan 

di tingkat Kecamatan.” 

 

Kuantan Singingi merupakan wilayah adminisrasi Pemerintah Kabupaten 

Kuantan Singingi yang terbagi atas 14 (empat belas) Kecamatan, diantaranya 

yaitu Kecamatan Inuman. Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di 

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, Camat melaksanakan pelayanan 
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masyarakat di bidang administrasi kependudukan, termasuk dalam hal pengurusan 

penerbitan atau pembuatan KK bagi penduduk. 

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 

Tahun 2011, mewajibkan setiap penduduk WNI dan orang asing yang memiliki 

izin tinggal tetap memiliki 1 (satu) KK dan hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 

(satu) KK. Dengan adanya KK maka pemerintah memiliki data kependudukan 

yang lebih lengkap, tertib serta akurat pada suatu daerah/wilayah. Tersedianya 

data kependudukan yang lengkap dan akurat tentunya sangat diperlukan pihak 

pemerintah terutama dalam rangka perencanaan perencanaan pembangunan. 

Kabupaten Kuantan Singingi 

Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Pembuatan KK di 

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Perda Kabupaten 

Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011, diperoleh tanggapan responden melalui 

wawancara yang dilakukan dengan Camat Kecamatan Inuman mengenai sikap 

kepedulian masyarakat setempat dalam mengurus pembuatan KK sebagai berikut: 

“Kepedulian masyarakat setempat pada umumnya cukup tinggi dalam 

mengurus pembuatan Kartu Keluarga. Mengingat kebutuhan akan Kartu 

Keluarga dalam berbagai keperluan masyarakat terutama menyangkut 

dengan kepentingan masyarakat itu sendiri contohnya dalam penerbitan 

KTP, surat tanah, urusan di perbankan, mengurus anak masuk sekolah, 

pernikahan dan lain sebagainya selalu dipersyaratkan harus melampirkan 

Kartu Keluarga .” (Wawancara dengan Camat Kecamatan Inuman, tanggal 

26 Juli 2019) 

 

Sementara itu pada wawancara dengan staf pelaksana administrasi 

kependudukan Kantor Camat Kecamatan Inuman mengenai sikap kepedulian 
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masyarakat setempat mengurus pembuatan KK juga menjelaskan hal yang sama 

sebagai berikut: 

“Masyarakat setempat pada umumnya cukup peduli dan antusias dalam 

mengurus pembuatan Kartu Keluarga, karena kebutuhan akan Kartu 

Keluarga dalam berbagai keperluan masyarakat.” (Wawancara dengan 

staf pelaksana administrasi kependudukan Kecamatan Inuman, tanggal 26 

Juli 2019) 

 

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa 

sikap masyarakat di Kecamatan Inuman pada dasarnya cukup peduli dan antusias 

dalam mengurus pembuatan KK. Hal ini dikarenakan selain sudah menjadi 

kewajiban sebagaimana yang diatur pada peraturan daerah, KK juga merupakan 

suatu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi masyarakat, sebagai 

persyaratan dalam mengurus dokumen lain seperti KTP, SIM, Paspor, maupun 

untuk berbagai urusan dan kepentingan lainnya. 

Pelayanan publik pembuatan KK dalam rangka penyelenggaraan 

administrasi kependudukan pada dasarnya tidak hanya melayani masyarakat 

pemohon KK baru yaitu masyarakat yang belum memiliki KK sebelumnya, KK 

hilang atau rusak, tetapi juga melayani masyarakat yang memohon perubahan KK. 

Hal ini dilakukan karena adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting 

yang dilaporkan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap (KK, misalnya 

adanya pernikahan, perceraian, kelahiran, dan lain sebagainya. 

Setiap penduduk pada dasarnya berhak atas pelayanan publik, termasuk 

dalam hal penerbitan dokumen kependudukan yang diperlukan di antaranya 

seperti pembuatan KK. Namun demikian, dalam mendapatkan pelayanan publik 

tersebut penduduk juga berkewajiban memenuhi dan mematuhi mekanisme, 
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prosedur dan persyaratan yang berlaku. Sementara kewajiban pihak 

penyelenggara pelayanan, sesuai dengan ketentuan UU RI No. 25 Tahun 2009 

yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas 

penyelenggaraan pelayanan publik, menetapkan  standar pelayanan, melaksanakan 

pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, mempublikasikan maklumat 

pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana, 

prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim 

pelayanan yang memadai, serta melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 

pelayanan. 

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, maka lembaga pemerintah 

penyelenggara pelayanan publik tersebut harus memberikan informasi yang cukup 

kepada masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan. Hal ini 

berguna agar warga masyarakat pengguna layanan mengetahui dan memahami 

dengan baik tentang prosedur dan persyaratan pelayanan yang ditetapkan sehingga  

proses pelayanan dapat berlangsung secara lancar. Demikian pula halnya dalam 

proses pelayanan yang dilaksanakan dalam pembuatan KK. 

Prosedur dalam penyelenggaraan publik pada suatu instansi/lembaga 

pemerintah merupakan suatu ketentuan yang ditetapkan mengenai langkah-

langkah atau urutan tertentu yang diterapkan dalam proses pemberian layanan 

yang harus diikuti dan dilalui oleh pihak penerima layanan untuk tercapainya 

pelayanan yang baik. Dengan adanya penerapan prosedur pelayanan dalam proses 

penyelenggaraan publik akan mendukung tercapainya pelayanan yang tertib, 
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lancar dan transparan serta berkeadilan bagi semua golongan atau kelompok 

lapisan masyarakat. 

Di samping menerapkan prosedur pelayanan, maka penyelenggaraan 

publik pada suatu instansi/lembaga pemerintah juga menetapkan persyaratan 

tertentu yang harus dipenuhi oleh masyarakat penerima layanan. Persyaratan 

pelayanan yang ditetapkan merupakan persyaratan adminsitratif yang harus 

dipenuhi oleh masyarakat penerima layanan sesuai dengan kebijakan maupun  

peraturan perundang-undangan. 

Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Pembuatan Kartu 

Keluarga (KK) di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan 

Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011, diperoleh tanggapan 

responden melalui kuesioner mengenai penyebarluasan informasi mengenai 

prosedur dan persyaratan dalam pelayanan pembuatan KK seperti pada tabel tabel 

berikut: 

Tabel III.1. Tanggapan Responden Tentang Penyebarluasan Informasi 

Mengenai Prosedur dan Persyaratan Pelayanan 
 

No. Kategori Jawaban 
Jumlah 

Responden 

Persentase   

(%) 

1. Memadai  23 92,0 

2. Tidak Memadai 2 8,0 

Jumlah 25 100 

Sumber: Data Olahan, 2019 

Berdasarkan data pada tabel di atas bahwa sebanyak 23 orang atau 92,0% 

responden menyatakan penyebarluasan informasi mengenai prosedur dan 

persyaratan dalam pelayanan pembuatan KK di Kecamatan Inuman Kabupaten 

Kuantan Singingi sudah memadai, sementara 2 orang atau 8,0% responden 
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menyatakan tidak memadai. Dengan demikian responden pada umumnya 

berpendapat bahwa penyebarluasan informasi mengenai prosedur dan persyaratan 

dalam pelayanan pembuatan KK di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan 

Singingi sudah memadai.  

Hal ini berarti masyarakat telah memperoleh informasi yang cukup 

mengenai prosedur dan persyaratan dalam pelayanan pembuatan KK. Dengan 

begitu masyarakat pemohon pembuatan/penerbitan  KK mengetahui dan 

memahami prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan, sehingga memperlancar 

proses pelayanan pembuatan/penerbitan KK tersebut. 

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan 

Pembuatan KK di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan 

Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011, diperoleh tanggapan 

responden melalui wawancara tentang penyebarluasan informasi mengenai 

prosedur dan persyaratan dalam pelayanan pembuatan KK sebagai berikut: 

“Penyebaran informasi mengenai prosedur dan persayaratan yang 

ditetapkan dalam mengurus pembuatan Kartu Keluarga bagi masyarakat 

setempat dilakukan melalui maklumat pelayanan yang terdapat di 

Kecamatan dan sampai ke tiap desa.” (Wawancara dengan Camat 

Kecamatan Inuman, tanggal 26 Juli 2019) 

 

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya pihak kecamatan sudah 

berupaya untuk memberikan informasi yang cukup bagi warga masyarakat di 

Kecamatan Inuman sehubungan dengan prosedur dan persyaratan yang 

dibutuhkan untuk mendapat pelayanan pembuatan KK. Sementara itu pada 

wawancara dengan staf pelaksana administrasi kependudukan Kantor Camat 
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Kecamatan Inuman tentang penyebarluasan informasi mengenai prosedur dan 

persyaratan dalam pelayanan pembuatan KK menjelaskan sebagai berikut: 

“Penyebaran informasi tentang penyebarluasan informasi mengenai 

prosedur dan persyaratan dalam pelayanan pembuatan Kartu Keluarga 

(KK) dilakukan melalui brosur sampai ke desa.” (Wawancara dengan staf 

pelaksana administrasi kependudukan Kecamatan Inuman, tanggal 26 Juli 

2019) 

 

Pemberian informasi mengenai prosedur dan persyaratan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tanggung jawab dan kewajiban 

pihak instansi penyelenggara pelayanan. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan 

pelayanan publik harus memenuhi asas keterbukaan, sebagaimana diatur di dalam 

UU RI No. 25 Tahun 2009. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada suatu lembaga pemerintah, 

perlu ditetapkan prosedur pelayanan yang harus dilalui oleh setiap masyarakat 

yang ingin memperoleh layanan. Prosedur pelayanan yang ditetapkan pada suatu 

lembaga pemerintah penyelenggara pelayanan sangat penting demi kelancaran 

berlangsungnya proses pelayanan tersebut, dan agar terwujudnya prinsip keadilan 

dalam pelayanan bagi setiap lapisan masyarakat, tanpa membeda-bedakan 

kelompok atau golongan. Hal ini bermakna bahwa setiap warga negara 

mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan publik yang disediakan 

pemerintah dan harus mematuhi prosedur pelayanan yang ditetapkan untuk 

mendapatkan pelayanan. 

Pelayanan yang baik dari instansi/lembaga pemerintah penyelenggara 

pelayanan publik antara lain tercermin dari prosedur pelayanan yang diterapkan., 

Untuk terwujudnya pelayaan yang baik, maka setiap instansi/lembaga pemerintah 
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penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk menerapkan prosedur yang 

sederhana atau prosedur yang relatif singkat, tidak berbelit-belit, dan mudah 

dipahami serta dilakukan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan layanan 

pemerintah, antara lain seperti pelayanan pembuatan KK. 

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan 

Pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan 

Singingi berdasarkan Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011, 

diperoleh tanggapan responden melalui kuesioner mengenai ketentuan prosedur 

dalam pelayanan pembuatan KK yang ditetapkan, seperti pada tabel tabel berikut: 

Tabel III.2. Tanggapan Responden Tentang Ketentuan Prosedur dalam 

Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) 

 

No. Kategori Jawaban 
Jumlah 

Responden 

Persentase   

(%) 

1. Cukup mudah dan efisien 21 84,0 

2. Relatif sulit dan tidak efisien 4 16,0 

Jumlah 25 100 

Sumber: Data Olahan, 2019 

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 21 orang 

atau 84,0% responden menyatakan ketentuan prosedur yang ditetapkan dalam 

pelayanan pembuatan KK di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi 

cukup mudah dan efisien, sedangkan 4 orang atau 16,0% responden menyatakan 

relatif sulit dan tidak efisien. Dengan demikian responden pada umumnya 

berpendapat bahwa ketentuan prosedur yang ditetapkan dalam pelayanan 

pembuatan KK cukup mudah dan efisien. 
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Hal ini berarti menurut masyarakat pemohon bahwa prosedur yang 

diterapkan dalam pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan 

Inuman Kabupaten Kuantan Singingi mudah dilaksanakan dan tidak berbelit-belit. 

Ketentuan prosedur pelayanan yang sulit dan berbelit-belit tentunya akan 

menyulitkan masyarakat  pemohon pembuatan KK tersebut, sehingga akan 

menimbulkan keluhan dan keengganan dalam mengurus dokumen kependudukan. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada suatu lembaga pemerintah, 

selain prosedur pelayanan, juga ditetapkan sejumlah persyaratan administratif 

yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut. 

Untuk terwujudnya pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

pada suatu lembaga pemerintah, maka persyaratan yang ditetapkan relatif mudah 

dan efisien. 

Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Pembuatan Kartu 

Keluarga (KK) di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan 

Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011, diperoleh tanggapan 

responden melalui kuesioner mengenai ketentuan persyaratan  dalam pelayanan 

pembuatan KK yang ditetapkan, seperti pada tabel tabel berikut: 

Tabel III.3. Tanggapan Responden Tentang Ketentuan Persyaratan dalam 

Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) 

 

No. Kategori Jawaban 
Jumlah 

Responden 

Persentase   

(%) 

1. Cukup mudah dan efisien 22 88,0 

2. Relatif sulit dan tidak efisien 3 12,0 

Jumlah 25 100 

Sumber: Data Olahan, 2019 
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Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 22 orang 

atau 88,0% responden menyatakan ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam 

pelayanan pembuatan KK di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi 

cukup mudah dan efisien, sedangkan 3 orang atau 12,0% responden menyatakan 

relatif sulit dan tidak efisien. Dengan demikian responden pada umumnya 

berpendapat bahwa ketentuan mengenai persyaratan yang ditetapkan dalam 

pelayanan pembuatan KK cukup mudah dan efisien. 

Hal ini berarti masyarakat pemohon bahwa persyaratan yang ditetapkan 

dalam pelayanan pembuatan KK di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan 

Singingi merasakan kemudahan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 

pengurusan dokumen kependudukan tersebut. Ketentuan persyaratan pelayanan 

yang sulit dan tentunya akan menimbulkan keluhan masyarakat pemohon dan 

timbul keengganan dalam mengurus dokumen kependudukan tersebut. 

Salah satu asas yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik ialah prinsip kemudahan. Dalam kaitan ini hendaknya masyarakat dapat 

tidak mengalami kesulitan mengikuti proses dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan. Oleh karena itu pihak penyelenggara pelayanan pembuatan KK harus 

menerapkan prosedur dan persyaratan yang singkat dan mudah serta tidak 

berbelit-belit dalam pemberian pelayanan kepada setiap masyarakat pemohon 

dokumen kependudukan tersebut. Dengan demikian proses pelayanan berjalan 

dengan lancar dan masyarakat puas dengan pelayanan publik yang diberikan. 

Setiap lembaga pemerintah penyelenggara pelayann publik harus berupaya 

secara maksimal agar produk pelayanan yang dihasilkan berkualitas dan akurat 
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sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Hal ini penting untuk tercapainya 

tujuan pelayanan tersebut. Demikian pula halnya dalam proses pelayanan 

penerbitan dokumen kependudukan antara lain seperti dalam pelayanan 

pembuatan KK. 

Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Pembuatan Kartu 

Keluarga (KK) di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan 

Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011, diperoleh tanggapan 

responden melalui kuesioner mengenai keakuratan pelayanan pembuatan KK, 

seperti pada tabel berikut: 

Tabel III.4. Tanggapan Responden Tentang Keakuratan Pelayanan dalam 

Pembuatan Kartu Keluarga (KK) 

 

No. Kategori Jawaban 
Jumlah 

Responden 

Persentase   

(%) 

1. Memadai  24 96,0 

2. Tidak Memadai 1 4,0 

Jumlah 25 100 

Sumber: Data Olahan, 2019 

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 24 orang 

atau 96,0% responden menyatakan pelayanan pembuatan KK di Kecamatan 

Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sudah memadai, sedangkan 1 orang atau 

4,0% responden menyatakan tidak memadai. Dengan demikian responden pada 

umumnya berpendapat bahwa keakuratan pelayanan dalam pembuatan KK sudah 

memadai. Hal ini berarti produk hasil pelayanan dokumen kependudukan berupa 

KK yang diterima masyarakat pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  
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Sebagaimana tercantum di dalam pasal 9 ayat 2 Perda Kabupaten Kuantan 

Singingi No. 12 Tahun 2011 bahwa: “KK memuat keterangan mengenai kolom 

nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis 

kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status 

perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen 

imigrasi, dan nama orang tua.” Adanya kesalahan dalam pengisian biodata data 

penduduk dalam penerbitan dokumen kependudukan tentunya akan menimbulkan 

ketidakakuratan data kependudukan dan permasalahan lainnya di kemudian hari. 

Oleh karena itu, pihak penyelenggara harus melaksanakan pelayanan publik yang 

menghasilkan produk pelayanan secara akurat, karena hal ini terkait dengan 

kualitas pelayan yang diberikan. 

Sementara itu dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan 

Pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan 

Singingi berdasarkan Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011, 

diperoleh tanggapan responden melalui wawancara mengenai pengawasan yang 

dilakukan pihak kecamatan terhadap pelayanan pembuatan KK sebagai berikut: 

“Pengawasan terhadap pelayanan pembuatan Kartu Keluarga selalu 

dilakukan secara intensif agar dalam pengurusan dokumen kependudukan 

tersebut harus dipastikan memang berdomisili di desa yang ada di 

kecamatan setempat dan tidak terdata di daerah lain.” (Wawancara 

dengan Camat Kecamatan Inuman, tanggal 26 Juli 2019) 

 

Berdasarkan uraian di atas bahwa pihak kecamatan telah berupaya 

melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya terhadap pembuatan KK, terutama 

yang terkait dengan domisili penduduk yang mengurus KK di Kecamatan Inuman. 

Sementara itu pada wawancara dengan staf pelaksana administrasi kependudukan 



66 

 

Kantor Camat Kecamatan Inuman tentang penyebarluasan informasi mengenai 

pengawasan yang dilakukan pihak kecamatan terhadap pelayanan pembuatan KK 

menjelaskan sebagai berikut: 

“Pengawasan yang dilakukan pihak kecamatan terhadap pelayanan 

pembuatan Kartu Keluarga dilakukan untuk memastikan domisili 

penduduk.” (Wawancara dengan staf pelaksana administrasi 

kependudukan Kecamatan Inuman, tanggal 26 Juli 2019) 

 

Pengawasan administrasi kependudukan, khususnya dalam hal  

pelaksanaan Pembuatan KK perlu dilakukan oleh pihak berwenang, dalam hal ini 

untuk tingkat desa/kelurahan penagawasan dilakukan oleh kepala desa/lurah; 

untuk tingkat kecamatan penagawasan dilakukan Camat, dan untuk tingkat 

kabupaten/kota penagawasan dilakukan oleh Bupati/walikota melalui Dinas 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

Masyarakat pada dasarnya sangat mendambakan tersedianya pelayanan 

publik yang berkualitas dari setiap instansi penyelenggara pelayan publik. Untuk 

memberikan pelayanan yang berkualitas,  instansi penyelenggara pelayan publik 

salah satunya harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, sehingga 

masyarakat pemohon tidak perlu menunggu penyelesaian proses pelayanan yang 

berlangsung lama. 

Dalam memperoleh layanan pada suatu lembaga pemerintah 

penyelenggara pelayanan publik, antara lain seperti dalam hal pengurusan 

dokumen kependudukan, masyarakat pengguna layanan tentunya berharap agar 

proses penyelesaian pelayanan berlangsung tepat waktu sesuai dengan standar 

waktu penyelesaian yang ditetapkan. Terlebih lagi dokumen kependudukan terkait 
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dengan persyaratan yang diperlukan oleh masyarakat untuk mengurus 

kepentingan lainnya. 

Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Pembuatan Kartu 

Keluarga (KK) di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan 

Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011, diperoleh tanggapan 

responden melalui kuesioner mengenai waktu proses penyelesaian pelayanan 

dalam pembuatan KK, seperti pada tabel tabel berikut: 

Tabel III.5. Tanggapan Responden Tentang Waktu Proses Penyelesaian  

Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) 

 

No. Kategori Jawaban 
Jumlah 

Responden 

Persentase   

(%) 

1. Sesuai standar waktu 19 76,0 

2. Relatif lambat 6 24,0 

Jumlah 25 100 

Sumber: Data Olahan, 2019 

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 19 orang 

atau 76,0% responden menyatakan waktu proses penyelesaian pelayanan dalam  

pembuatan KK di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai 

standar waktu proses penyelesaian, sedangkan 6 orang atau 24,0% responden 

menyatakan relatif lambat. Dengan demikian responden pada umumnya 

berpendapat bahwa waktu proses penyelesaian pelayanan dalam  pembuatan KK 

sudah sesuai standar waktu proses penyelesaian. Hal ini berarti waktu proses 

penyelesaian pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, yaitu 14 (empat belas) hari kerja.  
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Pelayanan yang berkualitas dari suatu instansi penyelenggara pelayanan 

publik juga dapat direalisasikan dengan tersedianya prasarana dan sarana serta 

fasilitas pelayanan yang memadai. Ketersediaan prasarana dan sarana serta 

fasilitas pelayanan sangat penting artinya agar pelayanan publik dapat 

berlangsung lancar dan memuaskan masyarakat pengguna layanan. Hal ini 

tentunya juga diperlukan  dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan KK. Dengan 

begitu setiap masyarakat yang mengurus pembuatan KK terlayani secara 

maksimal. 

Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Pembuatan Kartu 

Keluarga (KK) di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan 

Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011, diperoleh tanggapan 

responden melalui kuesioner mengenai ketersediaan fasilitas  pelayanan dalam 

pembuatan KK, seperti pada tabel tabel berikut: 

Tabel III.6. Tanggapan Responden Tentang Ketersediaan Fasilitas 

Pelayanan dalam Pembuatan Kartu Keluarga (KK) 

 

No. Kategori Jawaban 
Jumlah 

Responden 

Persentase   

(%) 

1. Memadai  23 92,0 

2. Tidak memadai 2 8,0 

Jumlah 25 100 

Sumber: Data Olahan, 2019 

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 23 orang 

atau 92,0% responden menyatakan ketersediaan fasilitas  pelayanan dalam  

pembuatan KK di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sudah 

memadai, sedangkan 2 orang atau 8,0% responden menyatakan tidak memadai. 
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Dengan demikian responden pada umumnya berpendapat bahwa ketersediaan 

fasilitas  pelayanan dalam  pembuatan KK sudah memadai. Hal ini berarti fasilitas 

pelayan yang tersedia di kecamatan, seperti gedung kantor dan peralatan kerja 

sudah memadai dalam melayani masyarakat pemohon, khususnya dalam 

pembuatan KK.  

Sementara itu dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan 

Pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan 

Singingi berdasarkan Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011, 

diperoleh tanggapan responden melalui wawancara mengenai prasarana dan 

sarana yang tersedia di Kecamatan dalam mendukung proses pelayanan 

pembuatan KK sebagai berikut: 

“Prasarana dan sarana yang tersedia di Kecamatan untuk mendukung 

proses pelayanan pembuatan Kartu Keluarga bagi masyarakat setempat 

sangat minim dan kurang dapat difungsikan dalam pelayanan pembuatan 

kartu keluarga.” (Wawancara dengan Camat Kecamatan Inuman, tanggal 

26 Juli 2019) 

 

Berdasarkan uraian penjelasan di atas bahwa prasarana dan sarana yang 

tersedia untuk mendukung proses pelayanan dalam pembuatan KK di Kecamatan 

Inuman Kabupaten Kuantan Singingi masing relatif kurang memadai. Selanjutnya 

pada wawancara dengan staf pelaksana administrasi kependudukan Kantor Camat 

Kecamatan Inuman mengenai prasarana dan sarana yang tersedia di Kecamatan 

dalam mendukung proses pelayanan pembuatan KK menjelaskan bahwa: 

“Perlu adanya pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana 

pelayanan, karena sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang 

memadai.” (Wawancara dengan staf pelaksana administrasi kependudukan 

Kecamatan Inuman, tanggal 26 Juli 2019) 
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Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa prasarana dan sarana yang 

tersedia dalam mendukung proses pelayanan pembuatan KK di Kecamatan 

Inuman masih kurang memadai. Oleh karena itu diperlukan  upaya pihak terkait 

untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan agar pelaksanaan pelayanan 

berjalan lancar dan maksimal. 

Kualitas pelayanan dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik juga 

tercermin dari sikap para petugas pelaksana yang memberikan layanan. 

Masyarakat pengguna layanan tentunya sangat mengharapkan para petugas 

pelaksana adminsitrasi pelayanan bersikap tanggap terhadap kebutuhan yang 

dihadapi dalam mendapatkan pelayanan dan bersedia membantu mengatasi  

kesulitan yang dialami masyarakat pengguna layanan tersebut. Sikap tanggap ini 

tentunya juga harus ditunjukkan petugas pelaksana yang memberikan layanan 

dalam pelaksanaan pembuatan KK. 

Sebagian masyarakat pengguna layanan di kantor-kantor pemerintahan 

pada kenyataanya sering mengalami kesulitan dan keluhan dalam mendapatkan 

pelayanan. Hal ini biasanya terjadi karena kurang memahami prosedur yang 

ditetapkan serta kesulitan memenuhi persyaratan yang diminta pihak 

penyelenggara pelayanan.  

Untuk terwujudnya pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat, 

maka tidak hanya menuntut kemampuan teknis dan administratif dari para petugas 

pelaksana pelayanan, akan tetapi juga perlu adanya sikap tanggap petugas dalam 

melayani masyarakat. Sikap perugas pelayanan tersebut antara lain dapat 
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ditampilkan dengan memberikan pelayanan yang ramah dan bersedia membantu 

masyarakat apabila ada yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan. 

Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Pembuatan Kartu 

Keluarga (KK) di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan 

Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011, diperoleh tanggapan 

responden melalui kuesioner mengenai sikap petugas dalam melayani warga 

masyarakat pemohon pembuatan KK, seperti pada tabel tabel berikut: 

Tabel III.7. Tanggapan Responden Tentang Sikap Petugas dalam Melayani 

Masyarakat Pemohon dalam Pembuatan Kartu Keluarga (KK) 

 

No. Kategori Jawaban 
Jumlah 

Responden 

Persentase   

(%) 

1. Cukup tanggap 21 84,0 

2. Kurang tanggap  4 16,0 

Jumlah 25 100 

Sumber: Data Olahan, 2019 

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 21 orang 

atau 84,0% responden menyatakan sikap petugas dalam melayani warga 

masyarakat pemohon pembuatan KK di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan 

Singingi cukup tanggap, sedangkan 4 orang atau 16,0% responden menyatakan 

kurang tanggap. Dengan demikian responden pada umumnya berpendapat bahwa 

sikap petugas dalam melayani warga masyarakat pemohon pembuatan KK di 

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi cukup tanggap. Hal ini berarti 

bahwa petugas administrasi pelayanan di kecamatan selalu melayani masyarakat 

pemohon pembuatan KK dengan baik dan memberikan kemudahan dan bantuan 

yang diperlukan bagi masyarakat pemohon tersebut.  
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Sementara itu dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan 

Pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan 

Singingi berdasarkan Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011, 

diperoleh tanggapan responden melalui wawancara mengenai sikap sumber daya 

aparatur dalam mendukung proses pelayanan pembuatan KK sebagai berikut: 

“Sumber daya aparatur yang bertugas memberikan pelayanan di kecamatan 

selalu berupaya melayani masyarakat yang mengajukan permohonan 

penerbitan kartu keluarga dengan sebaik-baiknya.” (Wawancara dengan 

Camat Kecamatan Inuman, tanggal 26 Juli 2019) 

 

Selanjutnya pada wawancara dengan staf pelaksana administrasi 

kependudukan Kantor Camat Kecamatan Inuman tentang sikap petugas 

Kecamatan dalam mendukung proses pelayanan pembuatan KK  menjelaskan 

bahwa: 

“Petugas kecamatan selalu berupaya bersikap tanggap dalam memberikan 

pelayaan kepada masyarakat, termasuk dalam pembuatan kartu 

keluarga.” (Wawancara dengan staf pelaksana administrasi kependudukan 

Kecamatan Inuman, tanggal 26 Juli 2019) 

 

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa sumber daya aparatur 

kecamatan yang bertugas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat 

pemohon KK selalu berupaya bersikap tanggap. Dalam hal ini petugas kecamatan 

antara lain berupaya memberikan bantuan atas kesulitan yang dialami masyarakat 

pemohon KK dalam mendapatkan pelayanan maupun pemahaman mengenai 

prosedur dan persyaratan yang berlaku. 

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa 

setiap instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik diwajibkan 

menyediakan penanganan pengaduan yang akan disampaikan masyarakat 
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pengguna layanan. Hal ini merupakan salah satu standar pelayanan sebagaimana 

yang dinyatakan di dalam UU RI No. 25 Tahun 2009. Penyediaan penanganan 

pengaduan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya keluhan yang 

ingin disampaikan masyarakat pengguna layanan sehubungan dengan proses 

pelayanan yang dialaminya, seperti dalam hal pengurusan KK. 

Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Pembuatan Kartu 

Keluarga (KK) di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan 

Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011, diperoleh tanggapan 

responden melalui kuesioner mengenai penanganan pengaduan keluhan 

masyarakat pemohon dalam pembuatan KK, seperti pada tabel tabel berikut: 

Tabel III.8. Tanggapan Responden Tentang Penanganan Pengaduan 

Keluhan Masyarakat Pemohon dalam Pembuatan Kartu 

Keluarga (KK) 

 

No. Kategori Jawaban 
Jumlah 

Responden 

Persentase   

(%) 

1. Memadai  24 96,0 

2. Tidak memadai 1 4,0 

Jumlah 25 100 

Sumber: Data Olahan, 2019 

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 24 orang 

atau 96,0% responden menyatakan penanganan keluhan yang dialami masyarakat 

pemohon pembuatan KK di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi 

cukup memadai, sedangkan 1 orang atau 4,0% responden menyatakan tidak 

memadai. Dengan demikian responden pada umumnya berpendapat bahwa 

penanganan keluhan yang dialami masyarakat dalam  pembuatan KK sudah 

memadai. Hal ini berarti bahwa pihak kecamatan selalu melayani keluhan yang 
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dialami masyarakat pemohon pembuatan KK dengan baik dan memberikan 

bantuan yang diperlukan oleh  masyarakat pemohon tersebut.  

Setiap warga masyarakat tentunya sangat mengharapkan agar pelayanan 

publik yang disediakan pihak pemerintah, seperti halnya dalam pembuatan 

dokumen kependudukan berupa KK berlangsung secara adil dan mudah 

dijangkau. Dalam kaitan ini pihak penyelenggara pelayanan harus mampu 

melaksanakan pelayanan tanpa adanya sikap diskriminatif terhadap golongan atau 

kelompok masyarakat tertentu, serta meminimalisir hal-hal yang dapat 

menyulitkan masyarakat memperoleh layanan. 

Dari penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Pembuatan Kartu 

Keluarga (KK) di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan 

Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011, diperoleh tanggapan 

responden melalui kuesioner mengenai kemudahan mendapatkan pelayanan dalam 

pembuatan KK, seperti pada tabel tabel berikut: 

Tabel III.9. Tanggapan Responden Tentang Kemudahan Mendapatkan 

Pelayanan dalam Pembuatan Kartu Keluarga (KK) 

 

No. Kategori Jawaban 
Jumlah 

Responden 

Persentase   

(%) 

1. Cukup mudah 23 92,0 

2. Sangat sulit 2 8,0 

Jumlah 25 100 

Sumber: Data Olahan, 2019 

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 23 orang 

atau 92,0% responden menyatakan kemudahan mendapatkan pelayanan bagi 

masyarakat pemohon pembuatan KK di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan 
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Singingi cukup mudah, sedangkan 2 orang atau 8,0% responden menyatakan 

sangat sulit. Dengan demikian responden pada umumnya berpendapat bahwa 

masyarakat pemohon cukup mudah mendapatkan pelayanan dalam  pembuatan 

KK. Hal ini berarti bahwa pelayanan pembuatan KK di kecamatan dapat 

dijangkau dengan mudah oleh masyarakat pemohon.  

Penyelenggaraan pelayanan publik seyogianya harus dapat dijangkau 

dengan mudah oleh setiap warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

dibutuhkan. Di samping itu setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus 

berlangsung secara adil bagi setiap individu, golongan atau kelompok masyarakat, 

artinya tidak boleh adanya sikap yang diskriminatif dari pihak petugas pelaksana 

pelayanan kepada individu, golongan atau kelompok masyarakat tertentu. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan pembuatan KK di Kecamatan Inuman Kabupaten 

Kuantan Singingi telah terlaksana dengan baik, yang mana  pembuatan KK 

dilaksanakan sesuai dasar hukum yang berlaku. Di samping itu pelaksanaan 

pembuatan KK di Kecamatan tersebut telah memenuhi asas penyelenggaraan 

pelayanan publik serta standar pelayanan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

tanggapan responden yang pada umumnya menyatakan sebagai berikut: 

1. Masyarakat di Kecamatan Inuman sangat peduli dan antusias dalam 

mengurus pembuatan KK. 

2. Penyebarluasan informasi mengenai prosedur dan persyaratan yang 

berlaku dalam pelayanan pembuatan KK oleh pihak Kecamatan sudah 

memadai. 
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3. Ketentuan prosedur yang ditetapkan pihak Kecamatan dalam pelayanan 

pembuatan KK cukup mudah dan efisien. 

4. Ketentuan mengenai persyaratan yang ditetapkan pihak Kecamatan dalam 

pelayanan pembuatan KK cukup mudah dan efisien. 

5. Keakuratan hasil pelayanan pembuatan KK sudah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

6. Waktu proses penyelesaian pelayanan dalam  pembuatan KK sudah sesuai 

standar waktu proses penyelesaian. 

7. Pengawasan yang dilakukan pihak kecamatan terhadap pelayanan 

pembuatan KK sudah cukup memadai. 

8. Ketersediaan sarana prasarana pendukung dalam  pelayanan pembuatan 

KK di Kecamatan masih kurang memadai. 

9. Sikap petugas Kecamatan cukup tanggap dalam melayani warga 

masyarakat yang mengurus pembuatan KK. 

10. Penanganan keluhan yang dialami masyarakat dalam  pembuatan KK 

sudah memadai. 

11. Pelayanan pembuatan KK cukup mudah dijangkau oleh masyarakat 

pemohon. 

 

B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembuatan Kartu Keluarga 

(KK) di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi 

 

Setiap kebijakan atau program yang diterapkan pemerintah pada dasarnya 

dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan memberikan 

suatu manfaat bagi masyarakat luas. Melalui penerapan kebijakan atau program 
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pemerintah tersebut maka diharapkan menghasilkan perubahan yang signifikan ke 

arah yang lebih baik dan efektif dalam berbagai aspek, baik dalam 

penyelenggaraan pemerintahan negara maupun kehidupan masyarakat.  

Namun demikian pada kenyataannya dalam pelaksanan suatu kebijakan 

atau program pemerintah tersebut sering terjadi hambatan yang menjadi kendala 

sehingga mempengaruhi efektivitasnya. Hal ini dikarenakan efektivitas 

pelaksanan suatu kebijakan atau program pemerintah merupakan aktivitas yang 

kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas pelaksanan suatu kebijakan atau program pemerintah 

antara lain dapat dipengaruhi oleh kinerja organisasi/lembaga pelaksana, 

lingkungan kebijakan maupun sasaran kebijakan. 

Penyelenggaraan adminsitrasi kependudukan merupakan salah satu 

kebijakan pemerintah yang sangat penting demi terwujudnya suatu ketertiban dan 

keakuratan dalam pendataan penduduk pada suatu wilayah atau daerah. Salah satu 

kegiatan dalam penyelenggaraan adminsitrasi kependudukan yang dilaksanakan 

pemerintah yaitu penerbitan dokumen kependudukan diantaranya penerbitan KK. 

Sesuai ketentuan Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011 

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, setiap penduduk WNI dan 

orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib memiliki 1 (satu) KK. Hal ini 

berarti pemerintah mewajibkan penduduk pada setiap kecamatan di Kabupaten 

Kuantan Singingi mengurus pembuatan KK, termasuk penduduk yang berada di 

Kecamatan Inuman. 
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Dalam mekanisme dan prosedur pembuatan KK mencakup berbagai pihak, 

yaitu Instansi pelaksana/Disdukcapil, kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Adapun 

mekanisme dan prosedur pembuatan KK yang berlangsung khususnya di Kantor 

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut: 

1 Menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan pemohonan Kartu 

Keluarga (KK) dan mencatatanya dalam Buku Harian Peristiwa Penting 

dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP). 

2 Menerbitkan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan permohonan yang 

diajukan dan biodata penduduk. 

3 Menyampaikan Kartu Keluarga (KK)  kepada Instansi Pelaksana berikut 

kelengkapan berkas persyaratan untuk ditandatangani oleh Kepala Instansi 

Pelaksana. 

4 Menyerahkan Kartu Keluarga (KK)  yang telah ditandatangani oleh 

Kepala Instansi Pelaksana kepada pemohon. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Pembuatan 

Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi 

berdasarkan Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2011, diperoleh 

tanggapan responden melalui wawancara mengenai faktor penghambat dalam 

Pembuatan KK di Kecamatan Inuman Kuantan Singingi sebagai berikut: 

“Proses pelayanan pembuatan Kartu Keluarga bagi masyarakat setempat 

masih mengalami kendala antara lain seperti kurang memadainya sarana 

dan prasarana pelayanan, lambannya proses verifikasi, validasi  dan 

penandatanganan dokumen KK oleh pihak Instansi Pelaksana Disdukcapil 

di kabupaten, sehingga penyerahan KK kepada pemohon mengalami 

keterlambatan dari ketentuan waktu.” (Wawancara dengan Camat 

Kecamatan Inuman, tanggal 26 Juli 2019) 
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Dari penjelasan di atas bahwa faktor penghambat dalam Pembuatan KK di 

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yaitu kurang memadainya 

sarana dan prasarana pelayanan, lambannya proses verifikasi, validasi  dan 

penandatanganan dokumen KK oleh pihak Instansi Pelaksana Disdukcapil di 

kabupaten, sehingga penyerahan KK kepada pemohon kadang-kadang mengalami 

keterlambatan dari ketentuan waktu. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam prosedur 

Pembuatan KK di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, setelah pihak 

kecamatan menerbitkan KK sesuai data penduduk, maka selanjutnya petugas 

kecamatan menyampaikan KK tersebut kepada Instansi Pelaksana berikut 

kelengkapan berkas persyaratan untuk ditandatangani oleh Kepala Instansi 

Pelaksana, yaitu Dinas Pendafatraan Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sebelum 

ditandatangani, petugas pendaftaran penduduk pada Instansi Pelaksana terlebih 

dahulu melakukan verifikasi dan validasi data KK tersebut. Jadi lamanya proses 

verifikasi dan validasi data serta penandantangan KK tersebut sehingga waktu 

penyelesaian Pembuatan KK) tidak tepat waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan, 

yaitu 14 (empat belas) hari kerja. Sementara itu pada wawancara dengan staf 

pelaksana administrasi kependudukan Kantor Camat Kecamatan Inuman 

mengenai faktor penghambat dalam Pembuatan KK menjelaskan sebagai berikut: 

“Dalam proses pelayanan pembuatan Kartu Keluarga bagi masyarakat 

setempat masih mengalami kendala antara lain karena masih adanya 

masyarakat pemohon Kartu Keluarga yang kurang mematuhi prosedur 

dan persyaratan, dan kurangnya peralatan serta staf pelaksana yang ada 

untuk melayani masyarakat pemohon Kartu Keluarga.” (Wawancara 

dengan staf pelaksana administrasi kependudukan Kecamatan Inuman, 

tanggal 26 Juli 2019) 
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Masih adanya masyarakat pemohon KK yang kurang mematuhi prosedur 

dan persyaratan, sehingga permohonan pembuatan KK yang diajukan tidak dapat 

diterima atau diproses selanjutnya. Kekurangan dalam hal fasilitas peralatan 

pelayanan di Kantor Camat Kecamatan Inuman tentunya akan berdampak tidak 

maksimalnya proses pelayanan pembuatan KK tersebut. Sementara itu kurang 

memadainya staf pelaksana yang tersedia untuk menangani proses pelayanan 

pembuatan KK di Kantor Camat Kecamatan Inuman tentunya akan 

mengakibatkan proses penyelesaian pembuatan KK adakalanya menjadi tidak 

tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, dikarenakan banyaknya permohonan 

pembuatan KK. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Inuman Kabupaten 

Kuantan Singingi pada umumnya telah cukup terlaksana dengan baik 

sesuai dasar hukum yang berlaku dan asas penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

2. Faktor Penghambat dalam Pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan 

Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu kurang memadainya sarana 

dan prasarana pelayanan, masih adanya masyarakat pemohon Kartu 

Keluarga (KK) yang kurang mematuhi prosedur dan persyaratan; 

kurangnya staf pelaksana di Kecamatan, serta lambannya proses verifikasi, 

validasi oleh petugas  Instansi Pelaksana dan penandatanganan dokumen 

Kartu Keluarga (KK) oleh Kepala  Instansi Pelaksana/ Disdukcapil di 

kabupaten. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan 

pelaksanaan penelitian ini antara lain adalah: 
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1. Kepada pihak Kecamatan, hendaknya selalu berupaya memberikan  

pelayanan yang berkualitas dan memuaskan bagi masyarakat, seperti sikap 

tanggap, pelayanan yang cepat, membantu mengatasi keluhan atau 

kesulitan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, khususnya dalam 

Pembuatan Kartu Keluarga (KK) maupun dokumen kependudukan 

lainnya; serta berupaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana 

yang diperlukan dalam proses pelayanan.  

2. Kepada pihak Pemerintah Kabupaten/Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil, hendaknya melakukan pengawasan secara intensif terhadap 

penyelenggaraan administrasi kependudukan khususnya dalam hal 

penerbitan Kartu Keluarga (KK) maupun dokumen kependudukan lainnya 

yang berlangsung di kecamatan; dan lebih intensif dalam memfasilitasi 

penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut. 

3. Kepada Masyarakat, hendaknya selalu berupaya mematuhi prosedur dan 

memenuhi setiap persyaratan dang ditetapkan dalam pelayanan khususnya 

dalam Pembuatan Kartu Keluarga (KK) maupun dokumen kependudukan 

lainnya, sehingga proses pelayanan berlangsung dengan lancar, adil dan 

tertib. 
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